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PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN 

KARANG ANYAR TERHADAP DISPENSASI NIKAH 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

ABSTRAK 

Oleh: 

Siska Widia Ningsih 

NIM 20621041 

Pernikahan anak, atau pernikahan di bawah umur, merupakan praktik yang 

melibatkan pasangan yang masih muda. Di Indonesia, pernikahan ini sering disebut 

sebagai Dispensasi Nikah. Namun, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi 

dengan alasan yang tidak mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persepsi tokoh masyarakat dan pandangan hukum islam terhadap dispensasi nikah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan subjek dari tokoh 

masyarakat dan pelaku pernikahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. 

Keabsahan data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan, pengamatan, ketekunan, 

dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat 

Kelurahan Karang Anyar mengenai Dispensasi Nikah masih terbatas. Mayoritas 

masyarakat hanya memahami pengertian dasar tanpa memahami alasan tegas untuk 

mengajukan permohonan. Tiga faktor utama yang mempengaruhi pemahaman 

mereka adalah faktor pengetahuan, lingkungan, dan ekonomi. 

Pernikahan di usia dini terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil di 

luar nikah yang menjadi sebab utama melakukan pernikahan di usia dini, yang 

sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti 

meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa 

pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah 

kehidupan rumah tangga. Di samping itu, pengalamannya terhadap berbagai aspek 

kehidupan masih sangat minim. 

. 

 

Kata Kunci: Dispensasi, Nikah, Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan 

yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih 

muda. Dalam negara mengenalnya sebagai dispensasi nikah yaitu pernikahan 

yang dilangsungkan apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria 

umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut 

termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.
1
 Permohonan dispensasi 

nikah dapat diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk kedua 

belah pihak apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan. 

Begitupun sebaliknya jika syarat yang telah diajukan tidak dipenuhi maka 

dalam hal ini pengadilan agama tidak memberikan dispensasi nikah untuk 

pernikahan kedua belah pihak.
2
 

Jika calon pengantin belum berusia 19 tahun maka harus 

mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Seperti yang diatur dalam 

Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang 

batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan 

pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu dispensasi nikah sebagai 

kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin 

                                                             
1
 Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Dalam 

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari III, no. 2 (2018): 91, 

https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala- 

22c6feb7.pdf 
2
 Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan 

Menurut perundang-undangan Di Indonesia”, An-Nida‟, Jurnal Pernikahan Islam, Volume 40, 

No. 2 (2015):130, https://studylibid.com/doc/592183/jurnal-an-nida---uin-suska-riau. 

https://media.neliti.com/media/publications/291152-analisis-penetapan-dispensasi-nikah-dala-
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nikah dengan alasan sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan 

karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon 

pengantin.
3
 

Kasus dispensasi nikah menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),melaporkan angka dispensasi 

pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 

kasus pada 2021.
4
 Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah 

pernikahan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia muda), 

yakni usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum 

mencapai 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam, sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di 

Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
5
 

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan 

perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara 

metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslaha 

mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang Ijtihad, yang kebenarannya 

                                                             
3
 Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. 

4
 Vika Azkiya Dihni, “Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan 

Agama (2016-2021)”,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-

angkadispensasi- pernikahan-anak-menurun-7 (Diakses Tanggal 10 juni 2022). 
5
 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999) 
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relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan 

lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-

kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap 

memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam 

hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
6
 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman 

perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko 

pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena 

pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar 

kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam 

Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak 

keturunannya. 

Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang 

menentang perkawinan di usia dini. Selain itu, beberapa remaja berpandangan 

menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan 

perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya.Pada 

                                                             
6
 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 

78. 
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kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada 

perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya. 

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas 

tentang usia perkawinan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka 

sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan 

penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang isteri. Sejalan 

dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang 

terjadi dlam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Timbullah anak zina lalu 

orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan, sehingga kadang-kadang 

ketika pengantin duduk bersanding, perut anak tersebut kelihatan sudah besar. 

Namun bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai yang 

belum cukup umur menurut UU Perkawinan. 

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan  yang telah 

lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya 

dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 

16 Tahun 2019Tentang Pernikahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

mengandung  isi  yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah Pernikahan, 

Perceraian, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban antara orang tua dan  anak,  

dan juga mengatur masalah Perwalian serta mengatur mengenai Pembuktian asal-

usul anak. 

Pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan 

efektifitas regulasi batas umur pernikahan ditengah-tengah masyarakat adalah 
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para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab 

dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang 

segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. 

Islam merupakan agama yang komprehensif, segala lini persoalan hidup 

dibahas di dalamnya. Bukan saja soal pengabdian terhadap-Nya, melainkan juga 

bagaimana cara hidup harmonis tanpa mengganggu sesama makhluk-Nya. Dalam 

hal aturannya, agama Islam memberlakukan sistem yang dikenal dengan istilah 

fiqh, untuk mengatur tata kehidupan umatnya. Terdapat juga tasawuf yang lebih 

mengedepankan aspek spiritual-emosional dalam rangka membangun hubungan 

kedekatan dengan Tuhannya.
7
 

Fikih mencakup berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat muslim, 

karena sifatnya yang ijtihad pada perkembangannya terdapat berbagai aliran 

dalam fikih yang dikenal dengan istilah mazhab. Dalam prakteknya, di Indonesia 

terdapat empat mazhab yang digunakan sebagai rujukan, yaitu mazhab Hanāfiyah, 

Mālikiyah, Syāfi‟iyah serta Hanābilah, dengan Syāfi‟iyah yang paling banyak 

pengikutnya. Objek yang diatur dalam fikih terdapat yang sifatnya Hablun min 

Allāh yaitu mengatur tata hubungan atau keserasian dengan Allah dan Hablun min 

al-Nās, yang maksudnya mengatur keserasian sesama manusia. Hablun min Allāh 

sering diistilahkan dengan ubūdiyah atau fikih ibadah, sedangkan Hablun min al-

Nās dikenal dengan Muāmalāt yang terdiri dari fikih muamalah (keharta 

bendaan), jinayah (pidana) serta munakahah (hukum pernikahan). 

                                                             
7
 Khalid Al Walid, Filsafat Tasawuf : Buku Daras (Bandung: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 3.   
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Muamalah (keharta bendaan), jinayah (pidana) serta munakahah (hukum 

pernikahan). Maksudnya setiap ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat, 

apabila tidak ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan, sedangkan dalam kebiasaan 

(hubungan sosial), walaupun tidak ada dalilnya maka tetap diperbolehkan, kecuali 

ada pelarangan terhadap hal tersebut. 

Hubungan yang bersifat sosial mencakup hal-hal yang terjadi antara 

manusia dengan sesamanya. Salah satunya yaitu kebutuhan manusia berupa 

seksualitas, yang biasanya dibicarakan secara tertutup,bahkan hal-hal yang 

biasanya berhubungan dengan seksualitas juga tidak boleh diucapkan secara 

terbuka, seperti pengucapan nama alat kelamin, yang tidak boleh diucapkan keras, 

namun harus lirih. 

Walaupun dalam literatur Islam sendiri tidak ada batasan usia pernikahan, 

namun dalam sistem kenegaraan khususnya di Indonesia, terdapat batasan 

minimal usia seseorang diperbolehkan menikah. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia 

minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan di bawah usia 

tersebut, maka diharuskan meminta surat dispensasi terlebih dahulu kepada 

pengadilan agama. Walaupun demikian, selama seseorang sudah mencapai usia 21 

tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya sama 

dan apabila telah mencapai di atas 21 tahun maka setelah menikah tanpa izin 

orang tua. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan.
8
 

                                                             
8
 Wijalus Lestari Ton, dkk, “implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan 

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu”, dalam jurnal Administrasi 

Negara tahun 2019, h. 150. 
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Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan 

anaknya di bawah usia, diantaranya yaitu faktor perekonomian, faktor pendidikan, 

faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat.12 Kelima 

faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya, orang- orang yang kekuatan 

ekonominya lemah biasanya tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, yang 

menyebabkan adanya keinginan untuk menikah. Pergaulan yang bebas juga 

menimbulkan keinginan untuk menikah, bahkan beberapa pergaulan 

menimbulkan adanya hamil di luar nikah. Adat istiadat biasanya berlaku dalam 

hal perjodohan atau juga berlaku dalam suatu kelompok masyarakat yang mana 

biasanya anak yang baru lulus SMA akan dinikahkan. 

B. Batasan  Masalah 

Untuk menghindari lingkup penelitian  yang terlalu luas, maka peneliti 

membuat fokus masalah terlebih dahulu dari sini penulis memandang sangat 

perlu mengungkapkan tentang pemahaman masyarakat terhadap dispensasi 

nikah   maka untuk itu penulis mengangkat judul “Pemahaman Masyarakat 

Kelurahan Karang Anyar Terhadap Dispensasi nikah Dalam Perspektif 

Hukum Islam” 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar 

Terhadap Dispensasi Nikah? 

2. Bagaimana Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar 

Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam? 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

        Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelurahan Karang Anyar 

Kecamatan Curup Timur terhadap dispensasi nikah dan mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap  

dispensasi nikah. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu 

bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah. 

b) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 

Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam  Negeri Curup. 

E. Manfaat Penelitian 

1) Secara Teoritis 

       Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh munakahat 

khususnya terhadap dispensasi nikah. 

       Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik 

poligami, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran 

keIslaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas 

akademik Fakultas Syari‟ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam  (Konsentrasi 

Ilmu Hukum), Institut Agama Islam Negeri Curup.  
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2) Seacara Praktis 

      Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kasus dispensasi 

nikah yang ada di kelurahan Karang Anyar. 

      Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari‟ah 

di Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Curup. 

F. Tinjauan Pustaka 

Sebelum penelitian ini dilakukan oleh para peneliti yang sudah 

dilakukan oleh para sarjana yang mempunyai latar belakang dan tema yang 

hampir sama, namun kebanyakan penelitian ini bersifat empiris sehingga 

memperoleh hasil yang di dapatkan dari lapangan . Adapun hasil peneliitian 

terdahulu sebagai berikut: 

M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat 

Kota Pekalongan Terhadap Dispensasi Nikah.  Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri, K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.  Pernikahan 

anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Dalam negara 

mengenalnya sebagai Dispensasi Nikah yaitu pernikahan yang dilangsungkan 

apabila belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan 

perempuan umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam 

kategori pernikahan dibawah umur. Seperti yang diatur dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan 

usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan yaitu 

19 tahun. Oleh karena itu Dispensasi Nikah sebagai kelonggaran pernikahan 
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yang diberikan oleh pemerintah memberikan izin nikah dengan alasan sangat 

mendesak atau tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada 

pasal 7 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya umur 

dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia 

yang bermaksud untuk menjamin kepentingan calon pengantin. Akan tetapi 

beberapa masayarakat ada yang mengajukan dengan alasan yang tidak 

mendesak dan tidak tegas serta bisa di selesasikan selain dengan cara 

Dispensasi Nikah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pemahaman hukum masyarakat 

kota Pekalongan belum sepenuhnya paham terhadap Dispensasi Nikah, dari 

hasil penelitian kebanyakan masyarakat hanya memahami saja belum sampai 

ketahap sangat memahami terhadap Dispensasi Nikah, pemahaman mereka 

yang memahami Dispensasi Nikah hanya sampai pada pengertian saja belum 

sampai ke tahap seluruhnya hingga alasan tegas untuk mengajukan 

permohonan Dispensasi Nikah. Dikarenakan pemahaman masyarakat kota 

Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun 3 faktor yang 

mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat kota Pekalongan terhadap 
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Dispensasi Nikah diantaranya, faktor pengetahuan, faktor lingkungan dan 

faktor informasi.
9
 

Dwi Putra Jaya1, Saadah Mardliyati2, Dispensasi Perkawinan Pada 

Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 

2019 (Studi Kasus KUA Lebong Tengah),  Universitas Dehasen Bengkulu 1, 

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno1 Idealitasnya dasar 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur 

ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu membatasi usia 

pernikahan minimal 21 Tahun untuk  usia pria dan 19 Tahun untuk usia 

wanita. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  dan 

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga)  yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan 

masalah Faktor-faktor Penghambat untuk memberikan dispensasi kepada 

perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 

tentang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. 

Kesimpulan yang kami ambil di penelitian ini adalah adapun faktor-faktor 

penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, 

lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media 

sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari 

                                                             
9
 M.Asa Muhtadi. NIM: 1119015. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Pekalongan 

Terhadap Dispensasi Nikah. Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri, K.H Abdurrahman 

Wahid.Pekalongan  
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banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar 

dari kemudoratannya.
10

 

Fatoni,  NIM. 1717302061, PEMAHAMAN MASYARAKAT 

TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR, 

PEJAWARAN, BANJARNEGARA), UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 

Purwokerto. Pernikahan dini merupakan suatu istilah untuk pernikahan yang 

dilakukan di bawah umur, yang mana terdapat perbedaan batasan usia antara 

hukum Islam yang berpijak pada usia baligh dan hukum positif dengan batas 

usia 19 tahun. Praktik tersebut di Desa Condong campur, Kecamatan 

Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara sudah menjadi suatu kebiasaan, di mana 

pernikahan dilangsungkan oleh anak yang baru menyelesaikan masa 

pendidikan di SMP ataupun SMA. Hal itu terjadi karena beberapa sebab, di 

antaranya adalah pemahaman dari masyarakat terhadap pernikahan dini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat 

di Desa Condong campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara 

terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum positif. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan 

yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara 

penulis dengan tokoh masyarakat, yang dalam hal ini berupa Kepala Desa, 

Kepada Dusun, dan tokoh agama serta masyarakat di desa tersebut, 

                                                             
10

 Dwi Putra Jaya1, Saadah Mardliyati2, Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat 

Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA Lebong 

Tengah),  Universitas Dehasen Bengkulu1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno1 
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sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Penulis mengunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa 

Condong campur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

yang setuju terhadap pernikahan dini dan kelompok yang tidak setuju 

terhadap pernikahan dini. Kelompok yang setuju tidak mempermasalahkan 

pernikahan dilakukan pada usia di bawah umur, selama para pelaku dari 

pernikahan dini itu tetap taat pada administrasi kenegaraan, yaitu berupa 

adanya surat dispensasi dari pengadilan agama. Menurut penulis, adanya 

dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang memperbolehkan terjadinya 

pernikahan di bawah umur, melainkan bentuk keringanan bagi masyarakat 

yang secara mendesak harus melakukan pernikahan namun tidak memenuhi 

syarat dan ketentuan dalam batas usia yang berlaku. Sedangkan kelompok 

yang tidak setuju, mereka berpandangan bahwa pernikahan dini rentan terjadi 

perselisihan yang berujung pada perceraian, karena belum stabilnya mental. 

Tidak setuju terhadap pernikahan dini berarti mengharapkan adanya 

penurunan pernikahan dini, yang mana berarti hal itu sesuai dengan amanat 

dari undang-undang.
11

 

 

                                                             
11

 Fatoni,  NIM. 1717302061, PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP 

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA 

CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA), UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 

Purwokerto. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute Approach). Yaitu pendekatan 

yang menganalisa, menelaah, peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan persoalan hokum yang saat ini dihadapi.
12

 “Dimana 

penelitian normatif menurut Lexi J.Moleong bahwa “ penelitian 

normatif/kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tetulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati atau dilapangan. ”13 Dalam hal ini pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu mengenai Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Karang Anyar Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam 

dengan metode wawancara dan observasi.
14

. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang bertujuan untuk 

menganalisa, mendekskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap 

Undang-Undang dan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute Approach) yaitu pendekatan yang menganalisa, 

menelaah, peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

                                                             
12

 “Http://Irwaaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html, Diakses 

Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.29 WIB,” 
13

 “Http://Irwaaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html , Diakses 

Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,”. 

 
14

 “Http://Irwaaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html , Diakses 

Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,”. 

 



15 
 

 
 

persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Selanjutnya pendekatan kasus 

(case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan, menganalisis, menelaah 

digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk 

menyelesaikan perkara hukum.
15

 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagi 

sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Dalam penentuan sampel 

ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan  teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan 

tertentu, misal seseorang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang 

diharapkan oleh peneliti atau bisa juga seseorang tersebut merupakan orang 

yang berkuasa sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau 

situasi sosial yang akan diteliti.
16

 Dalam hal ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah Tokoh Masyarakat,pasangan yang tidak  melakukan 

dispensasi nikah. Dan Objek Penelitiannya Dampak tidak melaksanakan 

dispensasi nikah.  

5. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di 

peroleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan 

antara data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer: Jenis data primer adalah sumber data yang penulis 

gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti 

                                                             
15

 Peter Narzuki Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133–

134 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009), 219. 
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permasalahan ini. Dalam hal ini,objek yang menjadi peneliti adalah 

(analisis Pemahaman Tokoh Masyarakat terhadap Dispensasi Nikah 

dikalangan masyarakat kelurahan karang anyar). 

b.  Data Sekunder: Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat 

dijadikan sebagai data pendukung data pokok,atau dapat pula 

didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. 

Maksudnya data ini diperoleh dari jurnal- jurnal, artikel dan karya 

ilmiah yang dapat dipakai dan dapat menjadi dasar atau penjelasan 

tentang Dispensasi Nikah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan atau perkawinan di dalam bahasa arab dikenal dengan 

istilah nikah / zawwaj. Kedua istilah ini banyak terdapat di dalam Alquran 

dan hadis. Pernikahan yang sah dalam syariat Islam harus melalui akad, 

yaitu berupa ijab dan kabul yang merupakan perikatan hukum antara para 

pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.
17

 Dalam 

pengertian lain dijelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan antara laki-

laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk menciptakan keluarga 

yang bahagia dan kekal dalam satu konsep ketuhanan yang sama (one 

Godhead).
18

 Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia, sesuai dalam 

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan, untuk syarat administrasinya yaitu berupa 

pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi terhadap keabsahannya. 

Namun,perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat hukum 

yang berupa tidak adanya hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian 

nafkah dan hak waris.
19

 

                                                             
17

 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h 16. 
18

 Hariyanto Hariyanto, “Tradition of Besan Bali Mariage in the Muslim Community of 

Banjarnegara”, Ibda‟: Jurnal Kajian Islam dan Budaya. Vol. 20, No. 1 2022, h. 65. 
19

 Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan di Indonesia”, h. 259. 
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Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 

tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1, dijelaskan mengenai 

pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan sendiri terdiri dari 

lima unsur, yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang 

wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
20

 

Perceraian tentunya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan 

dari pernikahan. 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Dalam upaya membentuk hukum yang relevan dengan keadaan di 

Indonesia, pemerintah melakukan upaya pengesahan terhadap beberapa 

peraturan perundang-undangan, yang sumbernya diambil dari buku-buku 

Islam klasik. Dalam hukum pernikahan misalnya, pemerintah membuat 

undang-undang mengenai pernikahan atau perkawinan melalui UU No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan UU No. 

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai hukum-hukum 

perkawinan yang relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat Islam di 

Indonesia. 

                                                             
20

 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di 

Indonesia, (Airlangga University Press, 1988), h. 38 
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        Dasar hukum mengenai pernikahan di Indonesia terdapat di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1), yang berbunyi, "setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah." Selain itu dasar hukum perkawinan juga terdapat di 

dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 

1974 tentang Perkawinan, di mana pada bab 1 tentang dasar perkawinan, 

pasal 1 dijelaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan 

mengenai keabsahan pernikahan, "Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu." Namun, dalam hal dapat diakui oleh negara, pada ayat selanjutnya 

yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dicatatkan oleh 

undang-undang, namun apabila tidak dicatatkan maka dalam perkawinan 

tersebut tidak terdapat hak-hak kewarganegaraan. 

Pernikahan dalam Islam disyariatkan sebagaimana di dalam al-

Qur‟an,al-Sunnah dan al-Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal 

melakukan perkawinan boleh Dasar hukum pernikahan dalam al-Quran 

diantaranya : 
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a. QS. al-Ẑāriyāt (51): 49 

 

 وَهِي كُلِّ شَيۡءٍ خَلقٌَۡاَ سَوۡجَيۡيِ لعَلََّكُنۡ تذَكََّزُوى

 

Artinya: 

               “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah” 

 

b. Q.S An-Nisa' ayat 1 

َٰٓأيَُّهَا ٱلٌَّاسُ ٱتَّقىُاْ رَبَّكُنُ  هُوَا يَ  ٌۡ هَا سَوۡجَهَا وَبثََّ هِ ٌۡ حِدةَٖ وَخَلقََ هِ ي ًَّفۡسٖ وَ  ٱلَّذِي خَلقَكَُن هِّ

َ كَاىَ عَليَۡكُنۡ  َ ٱلَّذِي تسََآَٰءَلىُىَ بِهۦِ وَٱلۡۡرَۡحَامَۚٗ إىَِّ ٱللََّّ ا وًَسَِآَٰءاۚٗ وَٱتَّقىُاْ ٱللََّّ ارِجَالٗا كَثِيزا  رَقيِبا
                                                                                                    

Artinya: 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari (diri)nya; dan dari akeduanya Allah memperkembangbiakkan 

laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama- Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu. 

 

 

Pada kitab tersebut dijelaskan mengenai 5 hukum dari pernikahan, 

yang mana hukum tersebut menyesuaikan terhadap kondisi dari setiap 

individu. Adapun kelima hukum tersebut adalah : 

a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang telah sanggup melaksanakan 

pernikahan dan ditakutkan akan melakukan zina. 

b. Sunah, yaitu bagi seseorang yang ingin dapatkan keturunan dan tidak 

ada ketakutan baginya akan melakukan zina apabila tidak 

melangsungkan pernikahan. 

c. Makruh, yaitu bagi seseorang yang belum ingin menikah, serta 

ditakutkan akan mengganggu ibadahnya. 
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d. Mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak ditakutkan akan 

melaksanakan zina, serta tidak menggangu ibadahnya. 

e. Haram, yaitu bagi seseorang yang dapat menyakiti perempuan, baik 

karena lemah syahwat ataupun tidak dapat memberikan nafkah. 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1, dinyatakan, "Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu". Yang berarti walaupun pernikahan tidak tercatat sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan itu tetap sah asalkan sesuai 

dengan hukum agama. Namun, walaupun secara agama sah akan tetapi 

dalam ketentuan negara tidak dianggap sah atau tidak memiliki kekuatan 

hukum. Perbuatan hukum yang tidak memiliki kekuatan secara hukum maka 

tidak dapat diakui oleh negara. Hal itu berimbas dalam segala kepentingan 

yang berkaitan dengan negara tidak dapat diurus karena tidak ada catatan 

pada administrasi perkawinan negara, seperti dalam penerbitan akta 

kelahiran anak serta penunjukan ayahnya, dalam hal waris serta status 

kewarisan, hak properti hak menerima gaji pensiun, dan lain sebagainya 

yang membutuhkan adanya data perkawinan antara suami dan istri tersebut 

dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja.
21
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b.  Syarat administrasi pernikahan     

            Dalam pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 

No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-

syarat perkawinan, yaitu: 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

2)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang 

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya.      

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau 

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
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melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

      Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan mengenai persyataan usia 

seseorang dapat melangsungkan pernikahan sesuai hukum positif, yaitu : 

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun. 

2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 

cukup.    

c. Rukun pernikahan    

Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu suami, 

istri, wali, 2 orang saksi dan sighat. Dalam setiap rukun tersebut, terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi syarat tersebut adalah : 
22

 

1) Suami 

   Seorang lelaki yang akan melangsungkan pernikahan atau calon suami 

harus memenuhi persyaratan yaitu halal menikahi calon istri, dalam hal 

ini harus beragama Islam serta bukan mahram, tidak sedang ihram, tidak 

terpaksa, telah ditentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya. 
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2) Isteri 

   Mempelai wanita atau calon istri syaratnya harus halal dinikahi oleh 

membelai pria (beragama Islam dan bukan mahram), tidak sedang 

ihram, telah ditentukan, tidak bersuami, serta tidak sedang dalam masa 

idah. 

3) Wali 

   Seorang wali yang akan menikahkan mempelai wanita harus 

memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak sedang 

ihram, merdeka, adil. Wali di sini adalah orang tua dari calon istri baik 

itu ayah, kakek ataupun ke atasnya, saudara laki-laki kandung, saudara 

laki-laki satu ayah, paman dari pihak ayah, laki-laki paman dari jalur 

ayah. Apabila tidak ditemukan wali secara nasab maka status kewalian 

akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini wali hakim. 

4) Dua orang saksi 

     Salah satu rukun dari pernikahan yaitu adanya dua orang saksi, 

seperti halnya wali, syarat dari saksi tersebut adalah Islam, baligh, 

berakal, laki-laki, tidak sedang ihram, merdeka, adil. Kedua saksi 

tersebut bukanlah seseorang yang berhak menjadi wali dari pihak 

mempelai wanita. 

5) Sighat 

     Sighat merupakan ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria. 

Sighat harus menggunakan lafadz yang jelas, yaitu berupa lafadz nikah 

atau tazwij ataupun lafadz yang semakna dengannya. 
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d. Tujuan Pernikahan 

Pernikahan merupakan sunah nabi, konsep awal dari pernikahan 

bukanlah untuk mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap 

perempuan yang mana salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga 

diri dan melakukan perintah agar dia akan mendapatkan pahala. Tujuan 

lainnya, seperti pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 

No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa tujuan pernikahan diantaranya 

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, 

memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, memperbanyak keturunan, 

menjaga nasab, menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri, menjaga 

kemaluan laki-laki dan perempuan serta membatasi pandangan keduanya 

atau menghindari zina.
23

 

 

B. Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam  

Dispensasi Nikah adalah kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh 

pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena 

kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku 

di Indonesia. Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan 

masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah 
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memberikan Dispensasi Nikah kepada orang-orang tertentu dan 

menjadikannya problem solving bagi masyarakat. 

Dispensasi Nikah dilangsungkan belum mencapai batasan umur 

tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan umur 19 tahun) maka atas 

pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dibawah umur.
24

 

 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia 

minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut 

tercantumdalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Pernikahan hanya 

diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan 

dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal 

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada 

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria 

atau pihak wanita”.
25

 

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), menyebutkan: “Untuk 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan 

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami 
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sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 

berumur 16 tahun
26

. 

  Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan Peraturan tentang pelaksanaan 

pernikahan telah diatur dalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Pernikahan. Termasuk diatur tentang syarat-syarat pernikahan, salah 

satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan 

pernikahan, yaitu bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 19 tahun bagi 

perempuan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat 

dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan 

Agama yang mewilayahinya. 

Akibat hukum dari dispensasi nikah, peningkatan perceraian akibat 

pernikahan di bawah umur karena belum siapnya calon mempelai untuk 

menjalani pernikahan, pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh 

belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal 

karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan 

membahayakan proses melahirkan, sikap pro atau mendukung terhadap 

pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu 

hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.
27

 

Dispensasi Nikah merupakan suatu pengecualian dalam hal 

perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau 

perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan 

dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan 

                                                             
26

Lihat pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
27

 Dr Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag., M.H, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis 

Tentang Pernikahan di Bawah Umur”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 1), 

143. 



28 
 

 
 

yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan di izinkan apabila pihak dari laki- laki sudah 

mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 

19 tahun.
28

 

Dalam ajaran islam mengenai masalah Dispensasi nikah atau 

pernikahan dibawah umur, fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang 

dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia 

bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. 

Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah al-zawaj al-

mubakkir (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan 

perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan 

umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan 

di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 

18 tahun menurut Abu Ḥanifah. 

Jika membahas dengan kacamata hukum positif bahwa dispensasi 

pernikahan atau pernikahan di bawah umur dispensasi nikah dilangsungkan 

belum mencapai batasan umur tersebut (pria umur 19 tahun dan perempuan 

umur 19 tahun) maka atas pernikahan tersebut termasuk dalam kategori 

pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila 

laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. hal tersebut tercantum 

dalam pasal 7, yang berbunyi: Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan 

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua 
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pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup nikah. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 

pasal 5 ayat (2) yang bunyinya “Bagi calon mempelai yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 

ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”. Dari pasal tersebut artinya 

bahwa ada kelonggaran atau pertolongan bagi calon mempelai yang belum 

mencapai usia akan melangsungkan pernikahan, hal demikianlah yang 

dimaksud dispensasi nikah. 

Maksud dispensasi nikah atau tujuan dispensasi nikah yaitu untuk 

kemaslahatan pengantin atau keadaan darurat dan mendesak, sesuai dengan 

pasal 7 ayat (2) yang terdapat kalimat “dengan alasan sangat mendesak”. 

Artinya dispensasi nikah itu dilakukan atas dasar atau dengan 

mengutamakan alasan yang mendessak yang tidak bisa diselamatkan selain 

dengan dilakukannya dispensasi nikah, bukan dengan alasan lain yang tidak 

mendesak untuk melangsungkan dispensasi nikah yang sebenarnya bisa 

dicegah selain menggunakan dispensasi nikah. 

Jadi bisa dipahami bahwa dalam hukum islam tidak secara terperinci 

membahas tentang dispensasi nikah atau pernikahan dibawah umur, akan 

tetapi terkait kedewasaan seseorang jika akan melangsungkan pernikahan. 

Tetapi jika dilihat dari kacamata hukum positif dispensasi nikah itu 

pernikahan yang diizinkan oleh Pengadilan Agama bedasarkan 

kemaslahatan ketika kedua mempelai atau salah satu mempelai belum 
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mencapai usia yang ditetapkan undang undang yang berlaku di Indonesia 

serta menggunakan alasan yang mendesak. 

 

C. Dasar Hukum Dispensasi Nikah 

Sebagai warga negara yang patuh terhadap negara, maka seharusnya 

untuk mematuhi segala peraturan yang ada di negara ini demi ketertiban dan 

demi mencegah kegaduhan yang akan meganggu orang lain. Seperti hal nya 

dalam permasalahan pernikahan kita mempunyai landasan utnuk 

melangsungkan pernikahan yaitu berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 yang didalam nya mencakup ikatan hukum perdata yaitu pernikahan. 

Yang dimaksud dalam aturan tentang pernikahan yaitu suatu peraturan yang 

berlandasakan undang undang untuk mengatur seseorang yang akan 

melangsungkan pernikahan secara menurut syari‟ah, salah satunya tentang 

dispensasi nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup 

umur untuk melangsungkan pernikahan jika terpenuhi maka seseorang tidak 

dapat melangsungkan pernikahan dan tentang dalam hal penyimpangan 

terhadap usia pernikahan maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki 

laki maupun pihak calon mempelai wanita.
29

 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu Undang Undang nomor 1 tahun 

1974 itu mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut menjadi Undang 

Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mengubah batas usia pernikahan yang 
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sebelumnya yaitu calon mempelai laki laki berusia 19 tahun dan calon 

mempelai perempuan berusia 16 tahun, diubah menjadi seseorang yang akan 

melangsungkan pernikahan baik calon mempelai laki laki maupun calon 

mempelai perempuan harus berusia 19 tahun, hal tersebut terdapat pada pasal 

7 ayat (1). Namun negara mempunyai pertolongan yang berupa perizinan 

pernikahan atau biasa disebut dengan Dispensasi Nikah, dimana mempunyai 

maksud untuk menjaga kemaslahatan terhadap calon mempelai. Dalam pasal 

7 ayat (2) menjelaskan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Artinya 

seseorang bisa melangsungkan pernikahan walaupun belum mencapai usia 

yang diatur didalam undang undang yaitu 19 tahun tetapi dengan alasan yang 

mendesak, dalam artian bukan membolehkan pernikaha dibawah umur 

tetapilebih tepatnya untuk menolong seseorang yang terjebak dalam 

permasalahan yang hanya bisa di selamatkan dengan dispensasi nikah.
30

 

Selain itu dalam ada juga dasar hukum dispensasi nikah yang terdapat 

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (2) yang bunyinya 

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati 

izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 

Tahun 1974”. Bisa kita pahami bahwa negara mmepunyai dasar hukum 

tentang Dispensasi Nikah guna mentertibkan suatu permasalahan yang terjadi 

di kehidupan masyarakat. 
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D. Konsep Sadd  Adzdzari‟ah  Dalam Hukum  Islam  

1. Pengertian Sadd adz-Dzari‟ah Menurut Istilah Bahasa 

Kalimat sadd adz-dzari‟ah terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan 

adz-dzari‟ah. Secara bahasa kata sadd, berasal dari kata bahasa Arab yaitu 

sadda-yasuddu-saddun, yang memiliki berbagai makna, di antaranya 

adalah menutup tempat yang terbuka.
31

 Sadd juga berarti penutupan, 

penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya adalah asuddah dan 

sudûd.
32

 

Adapun kata adz-dzari‟ah, ia merupakan derivasi dari kata kerja 

dzara‟a, yang berarti menjulur dan bergerak kearah depan. Dikatakan 

bahwa setiap ranting (dahan) berpangkal dari batang pohon yang utama.
33

 

Arti lain dari kata adz-dzari‟ah adalah media atau sarana untuk sampai 

kepada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk plural (jamak) yaitu adz-

dzara‟i. Ada juga pengertian lain dari kata Adzdzari‟ah yaitu sebab 

(cause), seperti dikatakan bahwa si fulan menjadi penyebab kedatangan 

saya kepadamu. 

2. Pengertian Sadd adz-Dzari‟ah Menurut Istilah Syara‟ 

Sebagaimana yang terlihat dalam strukturnya, kalimat sadd adz-

dzari‟ah merupakan kalimat majmuk, yang berarti kalimat tersebut 

terbentuk karena gabungan dari dua buah kata yang berbeda, yaitu sadd 
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dan dzari‟ah. Berikut adalah pendapat para ulama‟ fiqih dan ushul 

mengenai makna sadd adz-dzari‟ah: 

Al-Baji mendifinisikan sadd adz-dzari‟ah sebagai suatu perkara 

yang pada lahiriyah boleh dikerjakan, tetapi karena pada akhirnya 

mengarah kepada perbuatan yang dilarang, maka perkara tersebut 

terhalang untuk dilakukan. Berdasarkan itu, maka Ibnu Qayyim 

mendefinisikan adzdzari‟ah sebagai sesuatu perbuatan yang secara 

lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika ia 

mengarah kepada perbuatan yang haram.
34 

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa suatu 

perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya 

boleh dilakukan menurut syari’at Islam, namun jika pada akhirnya 

menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya 

ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu 

Qayyim dalam mendefinisikan kalimat sadd adz-dzari’ah. 

3. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Sadd adz-Dzari‟ah 

Ibnu Qayyim dikenal sebagai seorang ulama‟ yang banyak 

membicarakan tentang konsep sadd adz-dzari‟ah secara mendalam dan itu 

menunjukkan tentang keluasan ilmu beliau mengenai pemikiran fiqih dan 

ushul al-fiqh. Di dalam buku-buku maupun makalah-makalah yang 

membahas tentang konsep sadd adz-dzari‟ah, penulis mendapatkan bahwa 

pendapat Ibnu Qayyim mengenai konsep tersebut sering menjadi rujukan 

utama. Sebab, mereka (para penulis buku maupun makalah ini) 
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mengetahui secara pasti bahwa Ibnu Qayyim merupakan salah seorang dan 

keistimewaannya, sejak konsep ini muncul dan berkembang di tengah-

tengah pemikiran fikih dan ushul alfiqh di zamannya. Sehingga wajar 

apabila mereka ingin memperoleh pendapat yang orisinil dari penulis-

penulis terdahulu, khususnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun, harus 

diakui bahwa beliau bukan seorang penggagas memunculnya konsep ini 

dalam kancah pemikiran fiqih dan ushul fiqh. 

Mengenai konsep ini, beliau berkata, “Pembahasan tentang sadd 

adz dzari‟ah merupakan salah satu dari empat dasar hukum dalam agama 

Islam. Hukum Islam mengandung urusan perintah dan larangan. Perintah 

dalam hukum Islam terbagi menjadi dua hal, pertama; objektivitas atau 

tujuan adanya perintah tersebut, kedua; sarana (media) untuk sampai 

kepada tujuan dari perintah tersebut. Larangan dalam hukum Islam terbagi 

dua, 1). Sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi untuk 

merusak dan menghinakan, 2). Sesuatu yang dilarang itu karena ia menjadi 

sarana (media) dan sebab kepada hal yang dapat merusak. Oleh karena itu, 

sadd adz-dzari‟ah sebagai konsep dalam pencegahan sesuatu yang 

dilarang dalam agama menjadi salah satu dari empat dasar hukum Islam. 

Dalam mendukung penggunaan konsep sadd adzdzari‟ah sebagai 

salah satu konsep alternatif yang dapat digunakan dalam usaha 

memformulasikan hukum Islam, beliau memperkuat bangunan konsep ini 

dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun Al-Hadits. 
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4. Pembagian Sadd Adz-Dzari‟ah Menurut Ibnu Qayyim 

Menurut beliau, segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan (adz-

dzari‟ah) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus 

dilakukan pencegahan (sadd) sehingga tidak menyebabkan orang-orang 

melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Adapun adz-dzari‟ah yang 

dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama: az-Dzari‟ah sebagai sarana (media) yang menyebabkan 

kepada kerusakan. Seperti minuman keras yang menyebabkan si 

peminumnya menjadi mabuk (hilang ingatan), menuduh orang lain berzina 

dapat menyebabkan timbulnya fitnah, dan perbuatan zina menyebabkan 

bercampurnya nasab (garis keturunan) yang tidak jelas. Kesemua 

perbuatan dan perkataan yang tidak baik ini menimbulkan kejahatan dan 

dosa, sehingga harus dicegah. 

Kedua: adz-Dzari‟ah sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi 

diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak 

baik. Seperti seseorang yang menjalankan akad nikah, namun ia memiliki 

niat untuk bercerai setelah melakukan pernikahan, atau seseorang yang 

melakukan akad jual beli tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan 

yang mengandung unsur riba. Perbuatan semacam ini pun tidak boleh 

dilakukan. 

Ketiga: adz-Dzari‟ah sebagai sarana yang boleh digunakan dan 

tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak 

baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak 

menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar 
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daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu 

yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara 

mereka masih berada di tempat itu, dan seorang isteri yang ditinggal mati 

suaminya berhias dan berdandan (bersolek) sementara ia masih berada 

dalam masa penantian („iddah). 

Keempat: adz-Dzari‟ah sebagai sarana yang boleh digunakan dan 

terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), naum kemaslahatannya 

jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya.
35 

E. MASLAHAH MURSALAH 

1. Pengertian Maslahah Mursalah  

Mashalah Mursalah adalah maslahat atau kepentingan yang tidak 

di sebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah Al-

Maqbullah, baik berupa pengakuan maupun penolakan. Maslahah 

Mursalah dapat di gunakan sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum 

pada persoalan baru. 

Maslahah Mursalah menjadi salah satu sumber hukum islam yang 

kebenarannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama 

sangat hati-hati dalam mengguakan maslahah mursalah sebagai hujjah 

karena di khawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukann 

hukum syariat berdasarkan hawa nafsu keinginan perorangan.  

Contoh maslahah mursalah yang terjadi di zaman Sahabat Nabi 

antara lain: pengagkatan khalifah kedua, tidak memberlakukan hukum 
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potong tangan untuk pencuri, pedoman satu mushaf, zakat dengan pakaian, 

Al-Qur‟an di himpun di jadikan kitab.  

2. Tujuan Maslahah Mursalah  

Tujuan maslahah mursalah adalah untuk mewujudkan kebaikan 

atau menghindari keburukan bagi manusia. Maslahah mursalah juga 

merupakan upaya untuk keluar dari kebuntua masalah yang tidak memiiki 

petujuk dari Al-Qur‟an maupun Hadits. 

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum islam 

yang memiliki beberapa syarat, diantaranya: 

a. Maslahah mursalah harus selaras dengan tujuan syariat dalam 

menetapkan hukum.  

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat 

dan dalil-dalil hukum. 

c. Pembahasan maslahah mursalah harus bersifat tradisional. 

d. Maslahah mursalah harus memiliki cakupan hukum yang bersifat 

universal, bukan kepentingan golongan atau individu. 

    Legalitas maslahah mursalah masih di perbedebatkan oleh para 

uama. Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal 

mendukung penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil hukum, 

sedangkan Imam Al-Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah menolaknya. 

3. Syarat- syarat Maslahah Mursalah  

a. Maslahah mursalah harus mengarah ketujuan syariat, secara umum,dan 

tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat. 
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b.  Maslahah mursalah pembahasan harus rasional dan di terima oleh 

orang-orang berakal. 

c. Maslahah mursalah harus digunakan untuk menghilangkan kesulitan 

beragam dan kebutuhan yang mendesak. 

d. Maslahah mursalah harus bersifat nyata, bukan sebatas dugaan. 

e. Maslahah mursalah harus bersifat umum, bukan perorangan. 

f. Maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang 

sudah ada. 

g. Maslahah mursalah harus di amankan dalam kondisiyang memerlukan, 

sehingga umat tidak berada dalam kesulitan.  

Masalahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan 

kepentingan umum terhadap suatu terhadap suatu persoalan yang tidak 

ada ketentuan hukumya daam syariat. Maslahah mursalah bertujuan 

untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan, dan 

menghilangkan kesusahan manusia.  

Maslahah mursalah harus memiliki kencenderungan mengarah 

kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan 

dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum. Pembahasannya harus 

bersifat rasional degan indikasi seandainya di paparkan terhadap orang-

orang berakal mereka akan menerimanya.  

 

4. Penggunaan Marsalah Mursalah 

Pengunaan maslahah mursalah adalah untuk menetapkan hukum 

atas persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam syara‟. Maslahah 
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mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama untu memecahkan 

permasalahan yang tidak ada petunjuk jelas Al-Qur‟an Dan Hadits. 

Maslahah mursalah memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 

a. Bersifat rasional da di terima oleh orang berakal. 

b. Tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara‟dan dalil-dalil hukum. 

c. Mengarahkan kepada tujuan syara‟. 

Secara terminolog, maslahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang 

di pergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Selain itu dapat di 

pahami plaku bahwa  maslahah mursalah adalah perbuatan yang 

mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak  atau mecegah 

kerusakan.  
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BAB III 

PROFIL KELURAHAN KARANG ANYAR CURUP 

 

1. Terbentuknya Kelurahan Karang Anyar Curup 

Desa Karang Anyar adalah sebuah desa yang letaknya tidak jauh 

dari Pasar Curup, termasuk dalam Wilayah Tingkat II kabupaten Rejang 

Lebong. Sebuah desa yang dikelilingi oleh air atau siring-siring irigasi 

antara lain Air Putih, Air Duku untuk mengairi persawahan di Talang 

Benih. Desa ini terletak pada tanah yang tidak datar makin ke ujung desa 

semakin tinggi letak tanahnya. Oleh karena itu apabila kita berdiri di ujung 

desa, kita dapat memandang atap-atap rumah penduduk di dusun pasar 

Curup. Di kiri-kanan Desa kita dapat memandang bukit-bukit yang subur 

tanahnya antara lain Bukit Basa, Bukit Kaba, Bukit Kambing. Oleh sebab 

itu desa ini berhawa sejuk. 

Jumlah curah hujan di desa ini ± 200-3000 mm/tahun, sedangkan 

danau, rawa, pantai, dan laut tak terdapat di desa ini. Di Desa Karang 

Anyar ini terdapat sawah (6 ha), perkebunan (14 ha), kebun campuran (5 

ha), dan pekarangan rumah (5 ha). Jumlah penduduk Desa Karang Anyar 

pada waktu itu kurang- lebih 700 jiwa, dengan rincian menurut umur dan 

jenis kelamin sebagai berikut. Penduduk berumur antara 0- 7 tahun 

sebanyak 75 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, 8-1 2 tahun 

sebanyak 50 orang laki-laki dan 80 orang perempuan, 13- 17 tahun 

sebanyak 45 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, dan 17 tahun ke atas 

sebanyak 20 orang laki-laki dan 150 orang perempuan. 
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Desa Karang Anyar sampai tahun 1945 masih termasuk wilayah 

Pasar Curup yang dikepalai oleh seorang pemangku. Desa ini dibangun oleh 

seorang benama Sanisngat. Sanisngat  merupakan kepala kampung yang 

pertama (1945 - 1962). Pada waktu itu penduduk Desa Karang Anyar 

sebagian besar terdiri atas penduduk yang berasal dari tanah Jawa, 

termasuklah Sanisngat , seorang penduduk yang berasal dari salah satu 

desa di Jawa Tengah yang bernama Karang Anyar. Karena Sanisngat 

sebagai orang tua dan sesepuh desa pada waktu itu maka disebutkanlah 

desa ini Desa Karang Anyar.
36

 

2. Geografis Kelurahan Karang Anyar 

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu kawasan kelurahan 

yang berada di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kelurahan 

Karang Anyar merupakan suatu daerah yang terdiri dari beberapa desa, 

serta masyarakat yang mayoritas adalah Petani. Hasil yang di peroleh di 

daerah Kelurahan Karang Anyar sangat baik dan bagus dikarenakan 

banyak faktor yang mendukung daerah Kelurahan Karang Anyar Curup 

Timur. Selain itu juga masyarakatnya hidup rukun saling membantu dan 

toleransi tinggi baik sesama suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. 

Kelurahan Karang Anyar terletak di daerah dataran rendah yang 

berdekatan dengan bukit-bukit dan dikelilingi oleh pegunungan. Secara 

geografis, Karang Anyar berlokasi strategis di pusat kawasan, dekat 

dengan kota kabupaten serta kota provinsi. Sebagai desa tertua di 

Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu, Karang Anyar 
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memiliki sejarah panjang yang mencerminkan keberlanjutan kehidupan 

dan keberadaannya di wilayah tersebut. 

Di samping menjadi desa yang paling bersejarah, Kelurahan 

Karang Anyar juga dikenal sebagai wilayah yang melimpah dengan hasil 

pertanian dan perkebunan. Kekayaan ini berasal dari luasnya lahan 

pertanian yang masih tersedia dan subur, memberikan hasil pertanian yang 

sangat memuaskan bagi para petani di wilayah ini.     

Daerah yang terdapat di Kelurahan Karang Anyar, Curup Timur, 

dapat diidentifikasi melalui beberapa wilayah, yang rinciannya dapat 

ditemukan dalam tabel Demografi Kelurahan Karang Anyar berikut . 

TABEL 1.1 DEMOGRAFI 

Letak Wilayah Jarak Desa 

Utara: Desa Tasik Malaya 

Selatan: Kel Kepala Siring 

Timur: Kesambe Lama 

Barat: Kel Dusun Curup 

2 KM dari Ibukota Kecamatan 

3 KM dari Ibukota Kabupaten 

90 KM dari Ibukota Provinsi 

Luas Wilayah Keadaan Alam 

Luas Wilayah: 450 Ka 

Persawahan: 2 Ha 

Perkarangan: 5,5 Ha 

Angin Sedang 

Tanah Tidak Rata 

Curah Hujan Sedang 

Udara Sedang 

Perkebunan Kopi 

Sawah 

    Dari tabel berikut dapat dijelaskan bahwa letak wilayah Kelurahan 

Karang Anyar banyak berbatasan dengan daerah sekitarnya yaitu Desa Tasik 

Malaya, Kepala Siring, Desa Kesambe Lama, dan Kelurahan Dusun Curup. 

Wilayah kelurahan Karang Anyar mempunyai luas wilayah 40 Ka yang 

terdiri atas persawahan, perkebunan dan sisanya perkarangan, dan keadaan 

alam yang tidak terlalu panas dan dingin, serta mempunyai curah hujan yang 
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sedang dan udara yang diperoleh di Kelurahan Karang Anyar cukup baik. 

Selain itu jarak Kelurahan tidak terlalu jauh dari kota kecamatan, kabupaten, 

dan provinsi, sehingga Kelurahan ini mudah di jangkau oleh masyarakat 

sekitarnya. 

3. Keadaan Sosial 

a.  Kependudukan 

Kondisi penduduk Kelurahan Karang Anyar tersaji pada tabel 

berikut yang diperoleh dari Tabel Demografi Kelurahan: 

 

TABEL 2.1 

KEPENDUDUKAN 

 

Berdasarkan Usia 

 

 

Berdasarkan 

pendidikan 

 

Berdasarkan 

Pekerjaan  

Usia  Jumlah  Pendidikan  Jumlah  Pekerjaan  Jumlah  

0-4 Thn 430 Org TK 62 Org PNS 190 Org 

5-19 Thn 752 Org SD 390 Org Petani 720 Org 

20-29 Thn 1264 

Org 

SMP 324 Org Pedagang 702 Org 

30-34 Thn 659 Org SMA 362 Org Buruh 966 Org 

50 Thn 570 Org S.1 48 Org TNI/Polri 25 Org 

Laki-laki 1586 

Org 

S.2 4 Org Peternak 164 Org 

Perempuan 2061 

Org 

  Pengusaha 15 Org 

Berdasarkan data tabel diatas bahwa keadaan masyarakat 

Kelurahan Karang Anyar padat akan penduduknya baik yang masih 

balita hingga lansia, dan juga masyarakat Karang Anyar memiliki 
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potensi yang baik dan kesejahteraan hidupnya terjamin baik dalam 

bidang pendidikan atau akademik maupun pekerjaan. Sehingga 

menciptakan kenyamanan dan kejesahteraan hidup bagi masyarakatnya. 

b. Agama 

Seluruh masyarakat Kelurahan Karang Anyar memeluk agama islam, 

suasana islami begitu terasa dalam kehidupan Sehari-hari masyarakat. 

TABEL 3.1 SARANA IBADAH 

Masjid  Mushalla Vihara  Gereja  

3 5 - - 

       

c. Mata Pencaharian 

Pencarian pokok Kelurahan Karang Anyar mayoritas di bidang 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang memiliki 

pekerjaan lain mereka juga tetap bertani. Di samping itu juga masyarakat 

ada usaha sampingan yaitu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga 

yang pegawai, beternak, buruh, pekerja bangunan, mebel, sopir, dan 

lainnya. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pendapat Para Tokoh Masyarakat  Karang Anyar dan Pelaku Terhadap 

Dispesasi Nikah 

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada para 

tokoh masyarakat dan para pelaku yang menikah tanpa dispensasi di karenakan 

ada beberapa faktor seperti: malas mengurus proses Dispensasi, tidak ada biaya 

anggaran, dan kecewa nya orangtua terhadap anak, serta ketidak pedulian 

orangtua terhadap pergaulan lingkungan pertemanan anak. Di penelitian ini 

terdapat 6  informan tokoh masyarakat serta 3 pelaku yang tidak melakukan 

dispensasi nikah, mereka kurang paham dan tokoh masyarakat sudah 

memberikan kejelasan mengenai jika ingin melakukan nikah dini sebaiknya 

megajukan dispensasi nikah di pengadilan agama supaya ada kejelasan status 

dan memperoleh surat nikah, akan tetapi mereka tidak ingin melakukan 

dispensasi karena tidak mau ribet. 

Adapun jika tidak melakukan dispensasi nikah maka akan berdampak 

bagi pelaku itu  sendiri terutama di kalangan kaum perempuan yang banyak di 

rugikan, serta meningkatnya angka perceraian dan nasib anak yang di lahirkan 

tidak memperoleh kejelasan dalan status nasab. Adapun dampak negatif dari 

tidak mengajukan dispensasi nikah: 

1) Nasab anak tidak di sandingkan oleh ayahnya 

2) Meningkatnya angka perceraian di kalangan muda 

3) Emosi yang tidak terkontrol/ labil 
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4) Jangka waktu pernikahan yang singkat 

“Dimana dalam hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak 

Adnan Sahari yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan, 

Bahwa dispensasi merupakan isu yang kompleks, dalam hukum islam 

pernikahan dilakukan oleh orang sudah baligh. Adapun pertimbangan yang 

dilakukan yaitu adanya calon kedua mempelai yang belum cukup umur  

harus ada kajian yang mendalam mengenai dispensasi nikah. Jika tidak di 

lakukan dispensasi dengan persiapan yang matang maka akan 

meningkatnya angka perceraian. Dalam konsep maslahah mursalah dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, cara 

menimbangnya adalah melibatkan para ahli agama. Dalam hukum islam 

sebenarnya bertentangan dengan hukum pemerintah, dalam hukum islam 

pernikahan nya sah tapi dalam hukum pemerintah pernikahan mereka itu 

tidak sah atau lemah.  Peran pegadilan itu sangat penting dan mereka juga 

yang memutuskan dalam memberikan dispensasi.  Budaya juga memiliki 

peran yang kompleks dan signifikan dalam fenomena  dispensasi nikah di 

Indonesia, terutama setelah perubahan undang-undang nomor  16 Tahun 

2019 yang menaikkan batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. Pesan untuk generasi muda prioritaskan pendidikan yang lebih 

baik, pelajari ilmu agama yang mengenai pernikahan. ”
37
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Dari hasil wawancara tersebut di simpulkan bahwa mengajukan 

dispensasi nikah itu wajib dan harus, supaya masyarakat terhindar dari 

hal-hal yang merugikan pihak perempuan. Dikalangan masyarakat juga 

budaya juga berperan signifikan dalam melaksanakan dispensasi nikah 

serta umur juga yang dibatasi.   Karena jika tidak melaksanakan 

dispensasi nikah maka akan menimbulkan dampak positif dan negatif, 

serta banyak dampak negatifnya daripada dampak poitifnya. 

Karena bisa dikatakan bahwa pernikahan dini ini mendatangkan 

dampak negatif bagi orang yang melaksanakannya seperti: perceraian di 

usia muda, meningkatnya angka kematian, kurangnya pengawasan 

orangtua, dan hilangnya norma yang di terapkan oleh masyarakat. 

“Menurut pandangan bapak Abdul Aziz selaku BMA 

mengatakan”bahwa pada dasarnya pernikahan itu dilakukan oleh yang 

sudah baligh dan sudah mampu secara fisik maupun mental. Namun 

dalam kondisi tertentu dan mendesak maka dispensasi bias jadi solusi. 

Ada beberapa pertimbangan dalam keputusan dispensasi, perlu 

dipastikan bahwa kedua calon mempelai terutama yang belum cukup 

umur, benar- benar siap secara mental dan emosional untuk menikah 

perlu ada jaminan bahwa hak-hak mereka sebagai suami istri akan 

terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan 

perlindungan dari kekerasan. Dampak dispensasi nikah terhadap 

perceraian dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam 

keluarga. Dan banyak angka perceraian yang meningkat serta anak yang 
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tidak diurus. Dalam konsep maslahah mursalah dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-

syarat tertentu, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

islam. Cara menimbangya adalah dengan melibatkan para ahli agama, 

ahli hukum, dan ahli lainnya dalam proses pengambilan keputusan. 

Dalam pandangan islam orang yang tidak melakukan dispensasi nikah 

akan dianggap berzina karena tidak ada penguat atau akta nikah. Peran 

pengadilan dalam memberikan dispensasi itu sangat penting mereka juga 

memiliki wewenang dan hak dalam memutuskan untuk memberikan 

dispensasi nikah layak atau tidak. Faktor budaya seringkali menjadi 

pendorong utama permohonan dispensasi nikah. Menurut pendapat 

pandangan tokoh dampak positif dan negatif lebih dominan dalam 

dispensasinikah, dan menurut beliau lebih besar dampak negative 

daripada dampak positif. Saya berpesan untuk generasi muda 

prioritaskan pendidikan setinggi mungkin, pendidikan akan 

mendatangkan peluang yang lebih baik. Jauhkan diri dari pergaulan yang 

bebas itu akan merugikan diri sendiri..”
38

 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat  di simpulkan bahwa 

masalah praktik dispensasi nikah BMA Kelurahan Karang Anyar 

merupakan isu yang kompleks dikalangan masyarakat.  Dalam unsur 

menikah tidak melaksanakan dispensasi itu sudah lumrah di lingkungan 
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masyarakat karena budaya yang sudah biasa melaksanakan pernikahan 

diusia dini sebelum adanya undang-undang terbaru. Dampak positif dan 

negatif daam dispensasi nikah banyak dominan negatifnya dari pada 

yang positif, dampak negatif nya banyak yang dirugikan ialah pihak 

perempuan dan status anak.  

Ada juga faktor-faktor penentu kesiapan menikah yaitu harus 

adanya persetujuan orang tua itu tetap menjadi factor yang paling 

penting, karena sejalan dengan huku islam yang menekankan peran 

orang tua dalam proses pernikahan.  

 

“Menurut pandangan Bapak Silaturahmi sebagai tokoh masyarakat 

mengatakan bahwa saya melihat dispensasi nikah merupakan masalah 

dan isu yang kompleks sehingga harus memberikan perhatian khusus. 

Dispensasi nikah sering diajukan karena berbagai alasan, namun kita 

harus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar 

mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak, terutama calon 

pengantin dan anak-anak yang mungkin akan lahir. Perlu ada 

pertimbangan dalam sebelum merekomendasikan dispensasi nikah yaitu 

perlu melibatkan keluarga dan tokoh agama untuk memberikan 

bimbingan dan nasihat. Kedua, perlindungan dan kepentingan terbaik 

anak. Hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik 

anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampak dari 

Dispensasi nikah perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, 



50 
 

 
 

jika tidak dilakukan dengan matang maka akan meningkatnya angka 

perceraian. Dalam konteks dispensasi nikah, konsep maslahah mursalah  

kemaslahatan yang tidak disebutkan secara ekspilisit dalam al-Qura‟an 

dan hadis dapat menjadi pertimbangan. Cara menimbang maslahah dan 

mudharat nya harus pertimbangkan dampak jangka panjang dan gunakan 

prinsip saddu dzariah. Dalam pandangan hukum islam jika tidak 

melakukan dispensasi nikah  Sama-sama di rugikan terutama kaum 

perempuan. Pihak pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan 

dispensasi nikah, yaitu izin untuk menikah bagi calon mempelai yang 

belum mencapai usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Faktor budaya pendorong dispensasi sangat berperan penting, adanya 

perjodohan dan faktor ekonomi beberapa keluarga masih  melakukan 

perjodohan anak dibawah umur karena alasan ekonomi atau tradisi, 

terutama di daerah pedesaan. Pesan saya kepada generasi muda adalah, 

pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, Oleh karena itu, jangan 

terburu-buru untuk menikah.”
39

 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa tokoh 

masyarakat sangat berharap adanya masyarakat yang mengajukan 

dispensasi nikah di pengadilan agama agar tidak merugikan pihak 

perempuan serta kedua bela pihak, karena pada dasarnya dispensasi 
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nikah ini sangat penting untuk menjelaskan status yang sah baik secara 

agama maupun secara hukum.  

Akan tetapi jika dilihat dari kacamata kehidupan masyarakatnya 

kurang bisa diterapkan karena rata-rata masyarakat Kelurahan Karang 

Anyar menengah kebawah dan sulit dalam ekonomi, maka dari itu 

masyarakatnya lebih memilih nikah sirri dari pada mengajukan 

dispensasi nikah. Dari pendapat tokoh tersebut dampak positif dan 

negatif  lebih besar dampak positif dari pada negatifnya, dampak 

positifnya jika melaksanakan dispensasi nikah maka bagi kedua 

pasangan mendapatkan akta nikah serta menghindari pergaulan bebas 

dan kehamilan diluar nikah.  

 “Menurut pandangan Bapak Darwis selaku ketua RT Kelurahan 

Karang Anyar mengatakan dispensasi itu merupakan kemudahan bagi 

anak di bawah umur untuk memperoleh buku nikah, dan arus di lakukan 

dispensasi nikah di pengadilan agama. Ada berapa pertimbangan yaitu 

perbedaan syarat minimum usia pernikahan dapat membuat warga 

enggan mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga 

meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Permohonan dispensasi 

perlu adanya pemeriksaan yang cermat terhadap alasan permohonan 

dispensasi dan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menciptakan 

kepastian hukum. Dampak dari Dispensasi nikah dapat menyebabkan 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpotensi meningkatnya angka 

perceraian. Konsep maslahah mursalah dapat digunakan sebagai dasar 
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untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Maslahah yang di maksud tidak bertentangan dengan hukum 

islam. Dalam pandang hukum islam orang yang tidak melaksanakan 

dispensasi nikah tidak ada yang salah karena itu keingian mereka yang 

tidak mengajukan dispensasi. Dispensasi nikah adalah wewenang yang 

diberikan pihak pengadilan kepada calon pasangan yang belum cukup 

umur.  Faktor budaya dalam dispensasi nikah sudah biasa atau sudah 

turun temurun, karena sebelum adanya perbuhan batasan umur menikah 

masyarakat pada umumnya banyak menikah di usia 15 tahun untuk 

perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki.  Pesan saya untuk generasi 

muda adalah jaga diri dari pergaulan yang tidak sehat dan mendekatkan 

diri pada hal-hal positif. Hindari hubungan pranikah yang dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain”
40

  

 

Dari hasil wawancara  diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi 

nikah ini sangat penting terutama bagi para pelaku usia dini yang ingin 

melakukan nikah bawah umur. Karena pada dasarnya pernikahan dini ini 

banyak mendatangkan dampak  positif dan negatif, dampak negatifnya 

yang akan dirugikan pihak wanita dan anak yang akan lahir.  

Karena nantinya anak yang akan lahir jika kedua orangtua nya 

tidak memperoleh surat nikah maka anak ini tidak akan di sandingkan 

nasab nya kepada ayahnya dan tidak berhak mendapatkan waris dari 
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harta ayah nya tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian 

emosi yang labil pada usia muda dapat meningkatkan risiko kekerasan 

daam rumah tangga dan perceraian   

Harapan para perangkat untuk ke depannya masyarakat bisa 

mengajukan dispensasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

dan mengurangi angka perceraian di usia muda, dan para tokoh 

masyarakat juga bisa bekerja sama dengan para orangtua dalam 

mendidik pola tingkah laku anak dalam pergaulan.  

 

“Menurut pandangan Bapak Indra Bambang selaku Imam Karang 

Anyar mengatakan “bahwa praktik dispensasi nikah sudah lumrah di 

kalangan masyarakat, di mana dispensasi dapat diberikan jika ada 

kebutuhan mendesak dan manfaat yang lebih besar. Ada berapa 

pertimbangan penting yaitu perlu dipastikan bahwa kedua calon 

mempelai, terutama yang belum cukup umur benar-benar siap secara 

mental dan emosional untuk menikah. Perlunya melibatkan pihak 

keluarga, perangkat desa serta tokoh agama untuk memberikan 

bimbingan dan nasihat. Perniakahan dini yang sering dilakukan tanpa 

persiapan yang cukup maka berpotensi akan meningkatnya angka 

perceraian. Oleh karena itu peru ada upaya untuk memberikan bimbingan 

dan nasihat kepada pasangan yang menikah melalui dispensasi. Dalam 

konteks maslahah mursalah digunakan sebagai dasar untuk meberikan  

dispensasi nikah pada pasangan yan belum cukup umur. Cara 



54 
 

 
 

menimbang dapat menggunakan prinsip saddu dzariah harus diterapkan 

untuk menutup celah yang dapat memyebabkan penyalahgunaan 

dispensasi nikah.  Kemaslahatan lebih besar dari kerusakan jika ada 

beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang besar harus 

didahulukan. Dalam pandangan hukum islam orang tidak melakukan 

dispensasi nikah Berdosa karena secara hukum tidak ada akta nikah yang 

memperkuat kedudukan pernikahan tersebut. pihak pengadilan memiliki 

peran yang sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah. Mereka 

memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan 

dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak.  Unsur budaya juga 

berperan sangat penting dalam dispensasi nikah, adanya kekhawatiran 

orang tua terhadap pergaulan bebas anak-anak mereka dan memilih 

untuk menikahkan mereka lebih awal sebagai solusi meskipun belum 

mencapai usia legal. Pesan saya untuk generasi muda adalah pernikahan 

itu adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang sangat 

baik.”
41

 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa 

keberadaan dispensasi sangat penting, karena bahwasannya praktik 

dispensasi nikah sudah umrah di kalangan masyarakat , di mana 

dispensasi dapat diberikan jika ada kebutuhan yang mendesak dan 

manfaat yang lebih besar. 
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Adapun yang lebih menarik mengapa orangtua tidak ingin 

mengajukan anak nya melaksanakan sidang itu karena mereka kecewa 

dan tidak ingin sibuk terhadap hal-hal yang berbaur sidang, dan mereka 

lebih memilih pernikahan sirri atau di bawah tangan karena ingin serba 

instan dan sudah mengusulkan dengan perangkat desa bahwa agar 

pernikahan segera di lakukan tanpa memikir dampak negatifnya. Adapun 

dampak positif dan negatifnya yang perlu diketahui oleh seluruh 

masyakarat adalah dampak positifnya meringankan beban orang tua 

dalam kondisi ekonomi yang sulit, menikahkan anak dianggap dapat 

mengurangi beban ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatifnya 

adalah masalah kesehatan reproduki, pernikahan dini meningkatkan 

resiko masalah reproduksi pada perempuan, seperti kematian saat 

melahirkan dan bayi lahir stunting.  

 

“Menurut pandangan Bapak Sayuti selaku Ketua Batin mengatakan” 

pernikahan dalam agama nya sah, Selain itu pernikahan dini juga dapat 

mengahambat pendidikan dan perkembangan potensi diri terutama bagi 

perempuan. Pertimbangan yang harus diperhatikan ialah hukum adat dan 

hukum islam lembaga-lembaga yang rekomendasi sebaiknya juga 

mempertimbangkan hukum adat dan hukum islam yang masih diakui dan 

diaksanakan oleh sebagian masyarakat. perbedaan minimum usia 

pernikaha dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah sehingga 

meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Dampak dispensasi 
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terhadap perceraian Dampak nya positif karena dengan adanya 

dispensasi nikah perceraian tidak akan mudah terjadi dan kesejahteraan 

keluarga akan terjaga bagi kedua belah pihak. Dalam konteks dispensasi 

konsep maslahah mursalah yang dimaksud harus benar-benar nyata dan 

mendesak, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum 

islam. Cara menimbangnya adalah dengan melibatkan para ahli agama, 

ahli huku, dan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

pandangan hukum islam orang tidak melakukan dispensasi dianggap 

berdosa karena di anggap zina tidak ada akta nikah yang memperkuat 

posisi perempuan. Peran pengadilan sangat penting dalam memberikan 

dispensasi nikah, kewenangan ini diberikan berdasarkan undang-undang.  

Faktor budaya dalam dispensasi nikah yaitu kehamilan yang tidak 

dikehendaki, ini adalah alasan yan paling dominan. Kehamilan diluar 

nikah sering kali mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak di 

bawah umur demi menjaga kehormatan dan menghindari stigma sosial. 

Pesan saya untuk generasi muda adalah kejaralah masa depan yang lebih 

baik, dan utamakan pendidikan serta pilih lah pergaulan yang baik 

jangan sampai merugikan diri sendiri.”42 

Adapun kesimpulannya mengatakan bahwa permasalahan 

dispensasi nikah di Kelurahan Karang Anyar merupakan permasalahan 

isu yang kompleks di lingkungan masyarakat. Pernikahan dini juga dapat 

menghambat pendidikan dan perkembangan potensi diri bagi perempuan. 
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Dalam budaya masyarakat kelurahan karang anyar pernikahan dini itu 

sudah terbiasa karena sudah seperti tradisi turun temurun dan rendahnya 

kesadaran hukum masyarakat. Pernikahan dini yang didorong oleh faktor 

budaya ini memiliki dampak yang buruk secara medis, psikologis, dan 

sosiologis. 

Maka dari itu sebagian dari para tokoh masyarakat ada yang pro 

dan kontra terhadap dispensasi nikah ini,  karena tidak semudah dalam 

pelaksanaan nikah sirri. Dan mereka juga tidak mengetahui dampak 

positif dan negatifnya dari dispensasi nikah, dampak positifnya kedua 

pasangan mendapatkan akta nikah serta termasuk pernikahan tercatat 

setelah pengajuan dispensasi. Sedangkan dampak negatifnya ialah 

kehilangan hak-hak anak, anak perempuan yang menikah dini kehilangan 

hak pendidikan, hak hidup bebas dari kekerasan, hak kesehatan, dan hak 

untuk mengembangakan diri. Mereka juga beresiko mengalami depresi 

dan terisolasi dari lingkungan sosial. Meskipun dispensasi nikah dapat 

memberikan solusi jangka pendek dalam beberapa situasi, dampak 

negatifnya terhadap individu, keluaraga, dan masyarakat secara 

keseluruhan lebih signifikan. 

Adapun pelaku yang tidak mengajukan dispensasi nikah berbagai 

macam alasan dan mereka juga ada yang tidak tahu mengenai apa itu 

dispensasi nikah. Ada 3 pelaku yang tidak mengajukan dispensasi 

diantaranya: 
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“Pelaku 1 mengatakan bahwa dia tidak mengajukan dispensasi nikah 

karena tidak paham mengenai dispensasi nikah dan karena tidak 

memiliki biaya. Pelaku 1 juga tidak memahami dampak dari pernikahan 

sirri maka dari itu dia lebih memilih melakukan nikah sirri dari pada 

melakukan dispensasi. Menurut pelaku harapan ke depannya dispensasi 

ini harus di lakukan agar tidak merugikan pihak perempun. Lama pelaku 

1 memperoleh akta nikah kisaran 1 tahun.”
43

 

Kesimpulan yang dapat di tarik dari pelaku 1 ini mengatakan 

bahwa harapan nya untuk anak yang usia belum mencapai usia 

pernikahan ketika akan melaksanakan nikah harus mengajukan 

dispensasi nikah agar tidak merasa di rugikan.  

Karena jika tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah 

maka banyak sekali dampak yang di lalui pihak perempuan seperti 

KDRT, perceraian, dan lainnya. Dan maasalah akta nikah kita harus 

menunggu selama 1 tahun dari pasca berlangsungnya pernikahan. 

“Pelaku 2 mengatakan bahwa dia tidak juga melakukan dispesasi 

nikah karena dari pihak laki-laki yang idak mau mengajukan dispen. 

Pelaku 2 juga tidak paham dampak dari pernikahan sirih bahwa yang di 

rugikan adalah pihak perempuan. Untuk kedepannya harapan dia sebagai 

peaku hendaknya diusahakan mengajukan dispensasi nikah. Pelaku 2 

belum memperoleh akta nikah di karenakan sudah bercerai yang di 
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seabkan oleh KDRT, orangtua pihak laki-laki terlalu ikut campur, dan 

pelaku ini hanya bertahan nikah selama 6 bulan.”
44

 

Kesimpulan dari pelaku 2 dinyatakan bahwa tidak mengajukan 

dispensasi nikah karena pihak dari laki-laki yang tidak menginginkannya 

dan hanya ingin melaksanakan pernikahan secara sirri.  

Dari pelaku 2 juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui 

dampak dari pelaksanaan pernikahan sirri, dan pelaku 2 ini juga menikah 

hanya bertahan 6 bulan karena kasus KDRT, adanya pihak campur 

tangan orangtua dari pihak laki-laki , maka dari itu ia lebih memilih jalur 

perpisahan.  

“Pelaku 3 mengatakan bahwa ia memilih nikah sirri dari pada 

dispensasi karena tidak paham dan perangkat setempat juga tidak paham 

termasuk ketua rtnya. Adapun dampak dari pernikahan sirri ini kata 

pelaku bisa menyebabkan KDRT, perceraian. Harapan kedepan 

sebaiknya juga harus mengajukan dispensasi nikah. Pelaku 3 tidak 

memperoleh akta nikah karena pelaku sudah bercerai.”
45

 

Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwasannya dari 

seluruh tokoh masyarakat budaya lebih dominan mempengaruhi tidak 

dilaksanakannya dispensasi nikah, karena budaya di kelurahan karang 

anyar sudah biasa atau turun temurun jika anak yang usianya belum 

cukup umur untuk dinikahkan. Sebelum adanya  perubahan undang-

undang baru mengenai umur yang ditetapkan dalam masalah pernikahan, 
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di kelurahan karang anyar umur yang ditetapkan karena faktor budaya 

ialah 15 tahun untuk perempuan 16 tahun untuk laki-laki.  

Budaya juga memiliki peran yang kompleks dan signifikan dalam 

fenomena  dispensasi nikah di Indonesia, terutama setelah perubahan 

undang-undang nomor  16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia 

menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.  

Dampak positif dan negatifnya banyak pendapat dari para tokoh 

lebih besar dampak negatif dari pada dampak positifnya, karena dampak 

negatifnya yang dirugikan ialah pihak perempuan dan anak. 

  

B. Pendapat Parah Tokoh Masyarakat Karang Anyar  Terhadap Dispensasi 

Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam 

     Dapat disimpulkan bahwa pendapat para tokoh masyarakat terhadap 

dispensasi nikah bervariasi. Sebagian berpendapat bahwa hukum islam 

tidak mengatur secara spesifik mengenai dispensasi nikah, sementara 

yang lain menekankan pentingnya mematuhi undang-undang perkawinan 

yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan serta kematangan 

calon pengantin dalam membina rumah tangga. 

     Faktor budaya dalam dispensasi nikah sudah biasa atau sudah turun 

temurun, karena sebelum adanya perbuhan batasan umur menikah 
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masyarakat pada umumnya banyak menikah di usia 15 tahun untuk 

perempuan dan 16 tahun  untuk laki-laki. 
46 

    Mashalah Mursalah adalah maslahat atau kepentingan yang tidak di 

sebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah Al-Maqbullah, 

baik berupa pengakuan maupun penolakan. Maslahah Mursalah dapat di 

gunakan sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum pada persoalan 

baru. 

Maslahah Mursalah menjadi salah satu sumber hukum islam yang 

kebenarannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama 

sangat hati-hati dalam mengguakan maslahah mursalah sebagai hujjah 

karena di khawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukann 

hukum syariat berdasarkan hawa nafsu keinginan perorangan.  

Contoh maslahah mursalah yang terjadi di zaman Sahabat Nabi antara 

lain: pengagkatan khalifah kedua, tidak memberlakukan hukum potong 

tangan untuk pencuri, pedoman satu mushaf, zakat dengan pakaian, Al-

Qur‟an di himpun di jadikan kitab.
47

 

Macam-macam kemudharatan: 

1. Kemudharatan yang memang dibolehkan oleh syariat. Seperti hudud, 

qhisas, ta‟zir, secara dhahir memang semua ini adalah bentuk 

kemudharatan akan tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat. 

 2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. 

Seperti asap kendaraan dijalan raya, itu juga bentuk kemudharatan 
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karena menimpa orang banyak kan tetapi dimaafkan karena tidak 

mungkin menghilangkannya. 

 3.Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah 

memaafkan. Seperti wanita yang akan menikah dengan lelaki yang 

miskin dan dikhawatirkan akan menerima kemudharatan akan tetapi 

jika walinya ridho maka perbuatan ini tidak dipermasalahkan. 

4. Kemudharatan yang diharamkan  

           Al-Syarakhsyi berpendapat bahwa pernikahan antara satu anak 

lakilaki dan satu anak perempuan yang belum baligh itu tidak sah, 

karena tujuan dari pernikahan adalah menyalurkan hasrat biologis, 

mendapatkan anak, dan hal yang demikian tidak bisa dilakukan oleh 

anak yang belum baligh. Namun jika pihak lelaki sudah baligh dan 

pihak perempuan masih anak-anak (belum baligh) para ulama telah 

sepakat bahwa pernikahan yang mereka lakukan sah. Berikut pendapat 

seputar perkara-perkaranya: 

a.) Dalam agama Islam tidak diatur berapa batasan usia untuk 

melakukan pernikahan, sehingga berapapaun usianya dianggap sah, 

sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. 

b.)Jika pernikahan yang dilakukan dapat membuka pintu 

kemaslahatan maka pernikahan harus segera dilaksanakan, menunda 

suatu kebaikan sama saja seperti kedzoliman. 

c.) Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Ra terjadi pada saat umur 

Aisyah sangat muda sekitar 6 tahun, hal ini menunjukkan bahwa 
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pernikahan dini sudah menjadi sebuah adat pada masyarakat Arab 

waktu itu.
48

 

           Pada intinya agama Islam tidak membatasi berapa usia minimal 

untuk bisa melakukan suatu akad pernikahan, namun semuanya 

dikembalikan lagi pada prinsip kemaslahatan para pihak yang 

bersangkutan. Apabila dengan dilaksanakannya pernikahan itu 

membawa suatu kemaslahatan bagi anak maka hal itu diperbolehkan, 

namun ketika pernikahan dilaksanakan membawa kemudharatan maka 

hal ini tidak diperbolehkan oleh agama. 

               Maslahat sendiri adalah segala bentuk perbuatan yang 

mendorong pada sebuah kebaikan yang secara umum berarti setiap 

perbuatan yang mengandung nilai manfaat bagi manusia itu sendiri, 

manfaat yang dimaksud adalah yang mengandung keuntungan atau 

sebuah kesenangan dan menolak segala bentuk kemudharatan, jadi 

maslahat itu mengandung dua sisi yakni mendatangkan manfaat dan 

keuntungan serta menolak kemudharatan dan kerusakan
.49 

Beberapa pendapat berbeda dari para ahli fiqih tentang usia baligh, 

yaitu: 1. Ulama syafiiyah dan hanabillah berpendapat bahwa usia baligh bagi 

lak-laki dan perempuan adalah 15 tahun dimana ditandai dengan keluarnya 

air mani serta tumbuhnya rambut disekitar kemaluan bagi laki-laki dan 

mengeluaran darah haid atau hamil bagi perempuan. 

                                                             
           

48
 Al-Syarakhsyi Muhammad bin Ahmad, Al-Mabsut, Bab Nikah al-shaghirah, jilid 5 

hlm.491 
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 Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 368 
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 2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa balig bagi laki-laki termasuk 

keluarnya air mani baik saat tidur atau saat bangun, pertumbuhan rambut di 

sekitar kemaluan, pertumbuhan rambut di ketiak, kepekaan indra 

penciuman hidung, dan perubahan pada pita suara setelah berusia 18 tahun 

atau genap 17 tahun. Sedangkan baligh bagi perempuan adalah saat 

mengalami haid. 

 3. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa usia baligh bagi Laki-laki harus 

berusia minimal 12 tahun dan keluarnya air mani karena bersetubuh atau 

tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig perempuan 

adalah haid dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun.  

4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi 

lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan.
50 

         Pendapat ulama kontemporer, Yusuf Qordhawi menyampaikan bahwa 

harus ada batasan minimal usia perkawinan agar pernikahan yang 

memiliki tujuan mulia dan nilai ibadah tidak rusak karena menikah di usia 

yang tidak tepat. Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti 

untuk batasan usia perkawinan, tetapi dia menekankan agar menikah di 

usia baligh.
51

 

         Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang 

menikah maka tidak ada batas usia untuk melakukan pernikahan di dalam 

                                                             
     

50
 Kamarusdiana Dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, 

UndangUndang Nomor    1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, “Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya 

Syar‟i”, Vol.7, No. 1, 2020, 51 
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 Kamaruddin Marwah, Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam, (Banda Aceh: Lembaga 

Naskah Aceh, 2013), 50 
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Islam, meskipun di dalam undang-undang telah diatur batas usia 

pernikahan tetapi dalam hukum Islam pernikahannya tetap sah. 

        Dalam hukum positif batas usia pernikahan adalah 19 thun bagi laki-

laki ataupun perempuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-

undang tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan 

Agama. Perkara dispensasi kawin ini diajukan ke Pengadilan yang 

berwenang. Dalam menangani perkara dispensasi kawin hakim 

mengedepankan konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangan dalam hal 

yang paling baik dan menghindari kerusakan serta upaya untuk 

mencegah kemudharatan.
52

 

         Hakim juga melihat manfaat dari putusan yang akan diberikan. 

Misalnya, dalam permohonan dispensasi akibat hamil diluar nikah hakim 

akan mengabulkan permohonan tersebut jika telah berhasil dibuktikan 

dalam proses pembuktiannya. Hakim mengabulkan permohonan untuk 

memberikan kemudahan bagi para pemohon dalam menyelesaikan 

persoalannya. Karena jika permohonan dispensasi kawin akibat hamil 

diluar nikah tidak dikabulkan maka akan berdampak sangat besar. Baik 

untuk anak pemohon atau anak yang dikandungnya. Didalam kehidupan 

sosial keluarga dan anak pemohon akan mendapat tekanan dalam 

masyarakat. Meraka akan mendapat gunjingan atau pengucilan karena 

dianggap telah melakukan sebuah kesalahan. Selain itu juga, pada bayi 

yang dikandung jika permohonan ditolak maka bayi tersebut tidak jelas 

                                                             
       

52
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66 
 

 
 

statusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memberikan putusan 

dilihat dari manfaatnya. 

         Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dan pendapat para 

tokoh masyarakat keurahan Karang Anyar maka pandangan tokoh 

masyarakat kelurahan Karang Anyar mengenai dispensasi nikah yang telah 

dijelaskan pada poin A dapat kita tarik benang merahnya kalau para tokoh 

masyarakat kelurahan Karang Anyar mengartikan dispensasi nikah adalah 

sebuah pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Jika pendapat yang 

demikian dihubungankan dengan pandangan hukum Islam dengan metode 

kaidah fiqiyyah maka dapat dipahami bahwa dispensasi nikah menurut 

pendapat para tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar jika dilihat dari 

pandangan hukum Islam masih belum menemukan kesesuaian  bahwa 

dispensasi nikah itu adalah suatu hal yang dibolehkan dalam hukum Islam 

karena mengandung maslahat yang menguntungkan bagi yang 

melakukannya dan menghilangkan kemudharatan bagi yang melakukannya 

sementara pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar mengenai 

dispensasi nikah hanya sebatas pernikahan dibawah umur, maka dari hal 

ini dapat diketahui belum ada sebuah keselarasan tentang pendapat para 

tokoh masyarakat Kelurahan Karang Anyar dengan hukum Islam itu 

sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar ada tiga hal yang 

dapat di simpulkan: 

Pertama, usia menurut pemahaman tokoh masyarakat kelurahan karang 

anyar ialah usia pernikahan itu wajib atau sangat perlu di perhatikan, 

menurut mereka jika dilihat dari undang-undang pernikahan jika usia 19 

tahun tidak perlu melakukan dispensasi nikah. Akan tetapi jika usia yang 

belum mencukupi 19 tahun atau kurang dari 19 tahun itu wajib dispensasi 

nikah agar tidak merugikan kedua belah pihak. 

 Kedua, menurut pemahaman tokoh masyarakat pernikahan usia muda 

sudah menjadi kebiasaan budaya bukan hal yang tabu atau buruk. Bahkan 

sering terjadi beberapa faktor selain faktor budaya seperti hamil diluar 

nikah, ekonomi dan pendidikan, sehingga jalan satu-satunya banyak anak 

muda yang melakukan tanpa dispensasi. Pernikahan dini sudah menjadi 

kebiasaan para masyarakat jika anak putus sekolah. 

Ketiga, pendapat tokoh masyarakat dampak yang di hasilkan dari 

pernikahan tanpa dispensasi nikah lebih besar dampak negatif dari pada 

dampak positif. 

2. Pemahaman Tokoh Masyarakat Kelurahan Karang Anyar  sudah sesuai 

dengan pandangan hukum islam, pemahaman tokoh masyarakat tentang 
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dispensasi nikah baik faktor umur, faktor budaya, dan dampaknya tidak ada 

yang bertentangan dengan hukum islam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka 

penulis memberikan saran kepada  para Tokoh masyarakat dan seluruh 

masyarakat Kelurahan Karang Anyar bahwa untuk kedepan dan harapan 

penulis mengenai dispensasi nikah hendaknya di laksanakan walaupun belum 

menyeluruh supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan bagi kaum 

perempuan terutama kenasaban anak, dan bagi kaum perempuan jika tidak 

ingin melaksanakan dispensasi nikah hendaknya menikah di usia yang matang 

dan agar mendapatkan akta nikah. 
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PADUAN OBSERVASI 

 

 Hari/tanggal :  Senin 14 Oktober 2024 

Waktu          :  09.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

 

No Objek Deskriptif 

1 Sejarah terbentuknya Kelurahan 

Karang Anyar 

 

2 Letak Geografis kelurahan 

Karang Anyar 

 

3 Perbatasan wilayah Kelurahan 

Karang Anyar 

 

4 Luas Wilayah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PADUAN OBSERVASI 

 

Hari/tanggal :  Senin 14 Oktober 2024 

Waktu          : 09.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

 

 

No Objek Deskriptif 

1 Mengamati banyak terjadinya perceraian   

2 Mengamati apakah anak banyak yang putus sekolah 

karena faktor biaya atau keinginan anak itu sendiri 

 

3 Mengamati apakah banyak terjadinya pergaulan 

bebas  

 

4 Mengamati apakah peran orangtua terhadap 

pergaulan anak di perhatikan atau tidak 

 

5 Mengamati bagaimana peran tokoh masyarakat 

terhadap upaya pelaksanaan dispensasi nikah 

 

6 Mengamati bagaimana para pelaku yang melakukan 

nikah tanpa dispensasi terkait akta nikah 

 

7 Mengamati mengapa para pelaku memilih melakukan 

nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi nikah 

 

8 Mengamati bagaimana proses pelaksanaan dispensasi 

nikah dari tokoh masyarakat ke pengadilan agama 

terhadap pelaku 

 

9 Mengamati mengapa kebayakan orang tua tidak 

menyetujui anaknya untuk melakukan dispensasi  

 

10 Mengamati berapa lama waktu putusan dari pihak 

pengadilan jika setelah medaftar dispensasi nikah 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL 

PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT  KELURAHAN KARANG 

ANYAR TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM   

 

PERTANYAAN: 

Wawancara Tokoh Masyarakat  

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai praktik 

dispensasi  nikah yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya dari 

spektif  hukum islam  ? 

2. Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memberikan 

rekomendasi atau dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah di 

lingkungan masyarakat? 

3. Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi nikah terhadap 

perceraian dan kesejahteraan keluarga di masyarakat? 

4. Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan bapak mengenai 

konsep maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara 

eksplisit dalam Al-Qu‟ran dan hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan 

sebagai dasar untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat (kerusakan) yang 

mungkin timbul? 

5. Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam orang yang tidak 

melakukan dispensasi nikah  ? 

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan agama dalam 

memberikan dispensasi nikah? Apakah prosesnya sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum islam? 

7. Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu dispensasi nikah dan 

pentingya mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan ? 

 

 



 
 

 
 

 

Wawancara Pelaku  

1. Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan dispensasi ? 

2. Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak mengajukan 

dispensasi? 

3. Bagaimana solusi kedepan terhadap pernikahan di bawah umur apakah lebih 

baik melakukan dispensasi atau tidak ,karena anda merupakan pelaku itu 

sendiri? 

4. Berapa lama anda medapatka bukti akte nikah jika anda tidak melakukan 

dispensasi nikah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Sabtu 19 Oktober 2024 

Waktu          : 19.01 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Adnan Sahari, S.pd 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi  nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif  hukum islam  ? 

Informan   Sebagai tokoh masyarakat , saya melihat dispensasi nikah 

sebagai isu yang kompleks. Dalam hukum islam, pernikahan 

idealnya dilakukan oleh mereka yang sudah balig dan 

mampu secara fisik dan mental. Namun, ada kondisi 

tertentu yang membolehkan dispensasi, misalnya ada 

kekhawatiran terjadinya perbuatan zina atau kemaslahatan 

yang lebih besar.  

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, harus ada 

kajian mendalam mengenai alasan permohonan dispensasi 

tersebut. Apakah benar-benar mendesak dan tidak ada 

solusi lain yang lebih baik. Kedua, harus dipastikan bahwa 

kedua calon mempelai, terutama yang belum cukup umur, 

benar- benar siap secara mental dan emosional untuk 

menikah. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 



 
 

 
 

masyarakat? 

Informan  Dispensasi nikah, jika tidak dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang berpotensi meningkatkan angka perceraian 

dan menurunkan kesejahteraan keluarga.  

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Konsep maslahah mursalah dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, harus ada kajian yang 

mendalam mengenai maslahah mursalah yang diperoleh 

lebih besar dari pada mudharatnya. Cara menimbangnya 

adalah melibatkan para ahli agama. 

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Sebenarnya dalam hukum islam bertentangan dengan 

hukum pemerintah , karena dalam islam pernikahan nya 

sah , tetapi jika di kaikan dengan hukum pemerintah 

pernikahannya tidak sah/ lemah. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Peran pengadilan sangat penting pihak pengadilan juga 

mempunyai wewenang sendiri untuk menentukan keputusan 

dalam memberikan dispensasi.  

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 



 
 

 
 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Saya menyarankan kepada generasi muda untuk 

prioritaskan pendidikan yang lebih baik. Membangun 

rumah tangga kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. 

Pelajari ilmu agama yang berkaitan dengan pernikahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

Hari/tanggal :  Sabtu 19 Oktober 2024 

Waktu          :  21.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Abdul Aziz 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif  hukum islam  ? 

Informan   Sebagai tokoh masyarakat pada dasarnya pernikahan 

dilakukan oleh mereka yang sudah baligh dan mampu 

secara fisik maupun mental. Namun dalam kondisi tertentu 

yang mendesak, seperti untuk menghindari fitnah akibat 

hamil diluar nikah, dispensasi nikah bisa jadi solusi  

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, harus 

dipastikan bahwa kedua calon mempelai terutama yang 

belum cukup umur, benar- benar siap secara mental dan 

emosional untuk menikah. Kedua, perlu ada jaminan bahwa 

hak-hak mereka sebagai suami istri akan terpenuhi, 

termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan 

perlindungan dari kekerasan. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 

masyarakat? 

Informan  Dispensasi nikah, dapat menyebabkan konflik dan 

ketidakharmonisan dalam keluarga. Dan banyak angka 



 
 

 
 

perceraian yang meningkat serta anak yang tidak diurus. 

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Konsep maslahah mursalah dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Maslahah yang dimaksud harus 

benar-benar nyata dan mendesak, serta tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Cara 

menimbangnya adalah dengan melibatkan para ahli agama, 

ahli hukum, dan ahli lainnya dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Dianggap zina karena tidak ada penguat akta nikah 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Saya percaya bahwa pengadilan Agama memiliki peran 

yang sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah. 

Mereka memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan 

apakah permohonan dispensasi tersebut layak dikabulkan 

atau tidak.Prosesnya harus transparan dan akuntabel, 

sertamelibatkan ahli agama dan psikolog untuk memberikan 

pertimbangan yag objektif. 



 
 

 
 

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Saya menyarankan kepada generasi muda untuk 

prioritaskan pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan akan 

membuka peluang yang lebih baik dimasa depan dan 

membantu anda menjadi berkualitas. Jaga diri dari 

pergaulan bebas dan jangan terburu-buru menikah, 

pertimbangkan dampaknya bagi masa depan anda dan 

keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

 

 

Hari/tanggal :  Minggu 20 Oktober 2024 

Waktu          : 09.27 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Silahturahmi, S.Pd 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam  ? 

Informan   Sebagai tokoh masyarakat, saya melihat dispensasi nikah 

sebagai isu yang kompleks dan memerlukan perhatian 

serius. Dalam hukum islam, tujuan utama pernikahan 

adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah. Dispensasi nikah seringkali diajukan 

karena berbagai alasan, namun kita harus memastikan 

bahwa keputusan tersebut benar-benar mempertimbangkan 

kemaslahatan semua pihak, terutama calon pengantin dan 

anak-anak yang mungkin akan lahir. 

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perlu 

melibatkan keluarga dan tokoh agama untuk memberikan 

bimbingan dan nasihat. Kedua, perlindungan dan 

kepentingan terbaik anak. Hakim mempertimbangkan 

perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan 



 
 

 
 

peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, nilai-

nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 

masyarakat? 

Informan  Dispensasi nikah perlu dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang, jika tidak dilakukan dengan matang maka 

akan meningkatnya angka perceraian dan meurunkan 

kesejahteraan keluarga. Pernikahan dini seringkali 

dilakukan tanpa persiapan yang cukup, baik secara 

ekonomi, mental, maupun emosional. Oleh karena itu, perlu 

ada upaya untuk memberikan bimbingan dan pendamping 

pada pasangan yang menikah melalui dispensasi, agar 

mereka dapat membangun keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah. 

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Dalam konteks dispensasi nikah, konsep maslahah mursalah  

kemaslahatan yang tidak disebutkan secara ekspilisit dalam 

al-Qura’an dan hadis dapat menjadi pertimbangan, namun 

dengan kehati-hatian dan penimbangan yang cermat antara 

manfaat dan potensi mudharatnya. Cara menimbang 

maslahah dan mudharat nya haru pertimbangkan dampak 

jangka panjang dan gunakan prinsip saddu dzariah. 



 
 

 
 

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Sama-sama di rugikan terutama kaum perempuan 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Saya yakin pihak pengadilan memiliki peran penting dalam 

memberikan dispensasi nikah, yaitu izin untuk menikah bagi 

calon mempelai yang belum mencapai usia maksimal yang 

ditetapkan oleh undang-undang. Prosesnya juga sudah 

sesuai dengan prinsip hukum islam sesuai dengan prinsip 

maslahah mursalah untuk mencegah mudharat yang lebih 

besar, seperti anak lahir tanpa status yang jelas. 

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Pesan saya kepada generasi muda adalah, pernikahan 

adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang 

sangat luhur. Oleh karena itu, jangan terburu-buru untuk 

menikah. Persiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, 

mental, maupun ekonomi. Pilihlah pasangan yang seiman 

dan memiliki akhlak yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Minggu 20 Oktober 2024 

Waktu          : 13.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  H. Darwis 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam  ? 

Informan   Praktik dispensasi nikah sudah lumrah di kalangan 

masyarakat. Di satu sisi, kita harus melindungi anak-anak 

dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan serta 

tumbuh kembang yang optimal dan untuk mencegah 

mafsadat yang lebih besar, seperti perzinahan atau hamil 

diluar nikah. 

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perbedaan 

syarat minimum usia pernikahan dapat membuat warga 

enggan mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga 

meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. Kedua, 

permohonan dispensasi perlu adanya pemeriksaan yang 

cermat terhadap alasan permohonan dispensasi dan 

perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menciptakan 

kepastian hukum. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 



 
 

 
 

masyarakat? 

Informan  Dispensasi nikah dapat menyebabkan kekerasan dalam 

rumah tangga sehingga berpotensi meningkatnya angka 

perceraian. Pernikahan dini sering terjadi tanpa persiapan 

yang cukup matang baik secara materi maupun finansial. 

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Konsep maslahah mursalah dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, asalkan memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Maslahah yang di maksud tidak 

bertentangan dengan hukum islam. 

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Tidak ada yang salah karena itu keingian mereka yang tidak 

mengajukan dispensasi. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Prosesnya sudah sesuai dengan prinsip hukum islam, 

dispensasi nikah adalah izin yang di berikan oleh pengadilan 

pada seseorang yang belum mencapai usia minimal untuk 

menikah.  

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 



 
 

 
 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Pesan saya untuk generasi muda adalah jaga diri dari 

pergaulan yang tidak sehat dan mendekatkan diri pada hal-

hal positif. Hindari hubungan pranikah yang dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Senin  21 Oktober 2024 

Waktu          : 12.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Indra Bambang 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam  ? 

Informan   Praktik dispensasi nikah sudah lumrah di kalangan 

masyarakat. Dalam perspektif hukum islam, pada dasarnya 

pernikahan idealnya dilakukan oleh mereka yang sudah 

baligh dan mampu secara fisik maupun mental. Dalam 

hukum islam, hal ini terkait dengan konsep maslahah 

mursalah (kepentingan yang tidak secara langsung  

diperintahkan atau dilarang oleh syariat), di mana 

dispensasi dapat diberikan jika ada kebutuhan mendesak 

dan manfaat yang lebih besar. 

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, perlu 

dipastikan bahwa kedua calon mempelai, terutama yang 

belum cukup umur benar-benar siap secara mental dan 

emosional untuk menikah. Kedua, perlunya melibatkan 

pihak keluarga, perangkat desa serta tokoh agama untuk 

memberikan bimbingan dan nasihat. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 



 
 

 
 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 

masyarakat? 

Informan  Dispensasi nikah dapat menyebabkan berbagai konflik jika 

di pertimbangkan dengan matang. Perniakahan dini yang 

sering dilakukan tanpa persiapan yang cukup maka 

berpotensi akan meningkatnya angka perceraian. Oleh 

karena itu peru ada upaya untuk memberikan bimbingan 

dan nasihat kepada pasangan yang menikah melalui 

dispensasi. 

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Konsep maslahah mursalah digunakan sebagai dasar untuk 

meberikan  dispensasi nikah pada pasangan yan belum 

cukup umur, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Selain itu, harus ada keyakinan yang kuat bahwa maslahah 

yang diperoleh lebih besar dari pada mudharat yang 

mungkin timbul. Cara menimbang dapat menggunakan 

prinsip saddu dzariah harus diterapkan untuk menutup 

celah yang dapat memyebabkan penyalahgunaan dispensasi 

nikah.  Kemaslahatan lebih besar dari kerusakan jika ada 

beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang 

besar harus didahulukan.  

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Berdosa karena secara hukum tidak ada akta nikah yang 



 
 

 
 

memperkuat kedudukan pernikahan tersebut. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Prosesnya sudah sesuai dengan prinsip hukum islam, pihak 

pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan dispensasi nikah. Merek memiliki wewenang 

untuk menilai dan memutuskan apakah permohonan 

dispensasi tersebut layak dikabulkan atau tidak. Putusan 

yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan semua 

aspek, termasuk hak-hak dan potensi dampak positif dan 

negatif dari pernikahan dini. 

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Pesan saya untuk generasi muda adalah pernikahan itu 

adaah ibadah yang sangat mulia dan memiliki tujuan yang 

sangat baik. Maka dari itu jangan terburu-buru untuk 

menikah, persiapkan diri dengan baik dan kejar lah masa 

depan yang lebih baik serta utamakan pendidikan yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Senin 28 Oktober 2024 

Waktu          : 19.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Sayuti 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat 

mengenai praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di 

lingkungan kita, khususnya dari perspektif hukum islam  ? 

Informan   Dispensasi nikah jika tidak dilakukan dengan baik dapat 

menghambat pencapaian tersebut. Selain itu pernikahan 

dini juga dapat mengahambat pendidikan dan 

perkembangan potensi diri terutama bagi perempuan. 

Peneliti  Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan rekomendasi atau dukungan terhadap 

permohonan dispensasi nikah di lingkungan masyarakat? 

Informan  Ada beberapa pertimbangan penting. Pertama, hukum adat 

dan hukum islam lembaga-lembaga yang rekomendasi 

sebaiknya juga mempertimbangkan hukum adat dan hukum 

islam yang masih diakui dan diaksanakan oleh sebagian 

masyarakat. Jangan membatasi pertimbangan hanya pada 

hukum positif semata. Kedua, perbedaan minimum usia 

pernikaha dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah 

sehingga meningkatkan resiko pernikahan tidak tercatat. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai dampak dispensasi 

nikah terhadap perceraian dan kesejahteraan keluarga di 

masyarakat? 

Informan  Dampak nya positif karena dengan adanya dispensasi nikah 



 
 

 
 

perceraian tidak akan mudah terjadi dan kesejahteraan 

keluarga akan terjaga bagi kedua belah pihak karena 

adanya surat nikah setelah pengajuan dispensasi sehingga 

pernikahan tercatat sah di KUA. 

Peneliti  Dalam konteks dispensasi nikah, bagaimana pandangan 

bapak mengenai konsep maslahah mursalah (kemaslahatan 

yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qu’ran dan 

hadis)? Apakah konsep ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memberikan dispensasi nikah, dan bagaimana cara 

menimbang antara maslahah dengan potensi mudharat 

(kerusakan) yang mungkin timbul? 

Informan  Konsep maslahah mursalah yang dimaksud harus benar-

benar nyata dan mendesak, serta tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar hukum islam. Cara menimbangnya 

adalah dengan melibatkan para ahli agama, ahli huku, dan 

lainnya dalam proses pengambilan keputusan. 

Peneliti  Bagaimana menurut bapak dalam pandangan hukum islam 

orang yang tidak melakukan dispensasi nikah? 

Informan  Berdosa karena di anggap zina tidak ada akta nikah yang 

memperkuat posisi perempuan. 

Peneliti  Bagaimana pandangan bapak mengenai peran pengadilan 

agama dalam memberikan dispensasi nikah? Apakah 

prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

islam? 

Informan  Peran pengadilan sangat penting dalam memberikan 

dispensasi nikah, kewenangan ini diberikan berdasarkan 

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah adalah 

19 tahun bagi pria dan wanita. Prosesnya sudah sesuai 



 
 

 
 

dengan prinsip hukum islam karena sudah sesuai dengan 

maslahah mursalah. 

Peneliti  Apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait isu 

dispensasi nikah dan pentingya mempersiapkan diri sebelum 

memasuki jenjang pernikahan ? 

Informan  Pesan saya untuk generasi muda adalah kejaralah masa 

depan yang lebih baik, dan utamakan pendidikan serta pilih 

lah pergaulan yang baik jangan sampai merugikan diri 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Minggu 20 Oktober 2024 

Waktu          : 07.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Selawati 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan 

dispensasi? 

Informan  Karena ingin mengajukan dispensasi tidak ada biaya dan 

proses nya lama 

Peneliti  Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak 

mengajukan dispensasi? 

Informan  Tahu, contohnya KDRT, Perceraian 

Peneliti  Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di 

bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau 

tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ? 

Informan  Iya , harus mengajukan dispensasi nikah, jika tidak ingin 

dispensasi maka nikah di usia yang pas. 

Peneliti  Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda 

tidak melakukan dispensasi nikah ? 

Informan  Kurang lebih 1 Tahun 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Senin 28 Oktober 2024 

Waktu          : 21.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Clarissa Shifa 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan 

dispensasi? 

Informan  Karena pihak laki-laki yang bermasalah tidak mau 

mengajukan dispennsasi nikah 

Peneliti  Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak 

mengajukan dispensasi? 

Informan  Belum tahu 

Peneliti  Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di 

bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau 

tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ? 

Informan  Harus agar tidak merugikan pihak perempan 

Peneliti  Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda 

tidak melakukan dispensasi nikah ? 

Informan  Belum memperoleh karena sudah bercerai di usia perikahan 

6 bulan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Hari/tanggal :  Selasa  29 Oktober 2024 

Waktu          : 07.00 WIB 

 Tempat        :  Kelurahan Karang Anyar 

Sumber        :  Yola 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa alasan kamu memilih nikah sirih dari pada mengajukan 

dispensasi? 

Informan  Belum mengetahui apa itu dispensasi nikah, dan dari 

perangkat tidak ada yang mengusulkan. 

Peneliti  Apakah anda tahu dampak dari nikah sirih apabila tidak 

mengajukan dispensasi? 

Informan  Tahu, contohnya KDRT, perceraian 

Peneliti  Bagaimana solusi ke depannya terhadap pernikahan di 

bawah umur, apakah lebih baik melakukan dispensasi atau 

tidak, karena anda merupakan pelaku itu sendiri ? 

Informan  Harus, supaya tidak merugikan pihak perempuan  

Peneliti  Berapa lama anda mendapatkan bukti akta nikah jika anda 

tidak melakukan dispensasi nikah ? 

Informan  Belum memperoleh akta nikah karena sudah bercerai 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI 

 
Gambar 1.1 Wawancara tokoh masyarakat 

 

 

Gambar 1.2 Wawancara BMA 

 

 



 
 

 
 

 

Ambar 1.3 Wawancara tokoh masyarakat 

 

Gambar 1.4 Wawancara Ketua RT 03 



 
 

 
 

 

Gambar 1.5 Wawancara Imam Karang Anyar 

 

 

Gambar 1.6 Wawancara Ketua Batin 

 



 
 

 
 

 

Gambar 1.7 Wawancara pelaku A 

 

Gambar 1.8 Wawancara pelaku B 

 

Gambar 1.9 Wawancara pelaku C 


